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KATA PENGANTAR 

                                      

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan 

rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik 

dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada 

Nabi Muhammad SAW yang telah membawa, membimbing, dan menuntun umat 

manusia menuju kehidupan yang lebih baik, berakhlak mulia, serta dipenuhi 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir skripsi ini dapat 
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Penulisan tugas akhir ini bertujuan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh 

gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi 

Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul 

skripsi ini adalah “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang 

Larangan Aktivitas Usaha pada Ruang Publik di Kota Medan.” 

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah 

SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan, kelancaran, dan 

kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Selanjutnya, 

penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda 

Yaseng Limpo dan ibunda Indah Nusandari, yang merupakan sosok paling 

berjasa dalam kehidupan penulis. Dua sosok yang dengan penuh perjuangan 

mengantarkan anak pertamanya hingga dapat menempuh pendidikan di bangku 
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perguruan tinggi. Terima kasih atas doa, kesabaran, dukungan, kasih sayang, serta 

semangat yang tiada henti sejak penulis kecil hingga saat ini. Semoga Allah SWT 

membalas segala kebaikan dan ketulusan tersebut dengan keberkahan dan 

kesehatan sepanjang usia. Penulis juga menyampaikan terima kasih sebesar-

besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan 

skripsi ini, di antaranya: 

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas 

Muhammadiyah Sumatera Utara. 
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Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 

3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.I.Kom selaku Wakil 

Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah 

Sumatera Utara. 

4. Ibu Assoc. Prof. Dra. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan III 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah 
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5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP selaku Ketua Program Studi Ilmu 
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14. Dan terakhir, kepada Putri Andari diri penulis sendiri, penulis 

menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas segala perjuangan 

yang telah dilalui. Terima kasih karena telah mampu bertahan, melawan 

rasa takut, bimbang, dan keraguan yang kerap datang. Terima kasih karena 

telah sampai pada titik ini, meski berkali-kali merasa putus asa atas apa 

yang telah diusahakan. Namun, penulis menyadari bahwa selama ini diri 

ini telah berusaha dengan sebaik mungkin (you did your best), dan hal 
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TENTANG LARANGAN AKTIVITAS USAHA PADA RUANG PUBLIK DI 

KOTA MEDAN 

 

PUTRI ANDARI 

2203100008 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan 

Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 tentang larangan aktivitas usaha pada 

ruang publik di Kota Medan, mengingat masih ditemukannya pelaku usaha yang 

memanfaatkan trotoar, badan jalan, dan fasilitas umum lainnya yang berpotensi 

mengganggu ketertiban serta kepentingan masyarakat. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif, dengan proses 

pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta 

dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Edward yang meliputi 

aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut pada dasarnya telah 

dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui berbagai cara, seperti sosialisasi, 

himbauan langsung, serta pemberian surat peringatan dan penertiban yang 

melibatkan instansi terkait, di mana koordinasi antar instansi telah berjalan 

melalui pembagian tugas yang jelas. Namun, dalam pelaksanaannya kebijakan ini 

belum sepenuhnya berjalan optimal karena pemahaman dan kepatuhan 

masyarakat masih belum merata, keterbatasan jumlah personel dan sarana 

pendukung, serta pelaksanaan penertiban dan relokasi yang belum maksimal. 

Meskipun aparat pelaksana telah berupaya menjalankan kebijakan dengan 

pendekatan yang tegas dan humanis, pelanggaran masih tetap terjadi secara 

berulang. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi yang lebih efektif, 

penambahan sumber daya, peningkatan konsistensi dalam penegakan aturan, serta 

penyediaan lokasi relokasi yang layak dan strategis agar kebijakan dapat berjalan 

lebih maksimal dan mampu menciptakan ketertiban penggunaan ruang publik. 

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Ruang Publik, Aktivitas Usaha. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

 Penataan dan pemanfaatan ruang publik menjadi salah satu aspelk pelnting 

dalam melwlujudkan kota yang telrtib, nyaman, dan belrkellanjutan. Ruang publik 

melmiliki fungsi stratelgis selbagai telmpat belrintelraksi sosial, sarana relkrelasi, dan 

ruang telrbuka bagi masyarakat untuk melnikmati lingkungan kota selcara aman 

dan belbas dari gangguan. Namun, dalam pelrkelmbangan kota belsar, selring 

muncul pelrmasalahan pelnyalahgunaan ruang publik yang digunakan untuk 

aktivitas usaha, parkir liar, maupun kelgiatan lain yang tidak selsuai delngan 

pelruntukannya. Kondisi telrselbut melnyelbabkan telrganggunya fungsi sosial ruang 

publik, kelmaceltan, hingga melnurunnya elsteltika kota. 

 Di Indonelsia, pelnataan ruang dan pelngelndalian pelmanfaatan lahan tellah 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 telntang Pelnataan Ruang, 

yang melnelgaskan bahwla ruang melmiliki fungsi sosial dan harus digunakan 

selbelsar-belsarnya untuk kelpelntingan masyarakat. Undang-undang ini juga 

melnelgaskan pelntingnya keltelrpaduan antara pelmbangunan elkonomi dan 

pellelstarian fungsi ruang agar tidak telrjadi pelnyimpangan dalam pelnggunaannya. 

Sellain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telntang Pelmelrintahan Daelrah 

melmbelrikan kelwlelnangan kelpada pelmelrintah daelrah untuk melngatur dan 

melngawlasi pelmanfaatan ruang selsuai karaktelristik wlilayah masing-masing. 

Aturan ini kelmudian dipelrtelgas mellalui Pelraturan Pelmelrintah Nomor 21 Tahun 

2021 telntang Pelnyellelnggaraan Pelnataan Ruang, yang belrfungsi selbagai peldoman 
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telknis bagi pelmelrintah pusat maupun daelrah dalam melngellola dan 

melmanfaatkan ruang selcara telpat. Mellalui belrbagai relgulasi telrselbut, pelmelrintah 

belrupaya melmastikan agar pelnggunaan ruang dapat belrjalan selcara telrtib, 

belrkellanjutan, dan selimbang antara kelbutuhan pelmbangunan delngan 

kelpelntingan masyarakat luas. 

 Di Provinsi Sumatelra Utara, selbagai salah satu wlilayah belsar di Indonelsia 

yang telrdiri dari belrbagai kabupateln dan kota, pelnataan tata ruang publik melnjadi 

pelrhatian pelnting dalam upaya melnciptakan lingkungan yang telrtib dan nyaman 

bagi masyarakat. Seltiap daelrah melmiliki tanggung jawlab untuk melnjaga 

keltelraturan dan fungsi sosial ruang publiknya mellalui kelbijakan yang selsuai 

delngan kondisi wlilayah masing-masing. Dalam kontelks ini, Kota Meldan selbagai 

ibu kota provinsi selkaligus pusat aktivitas elkonomi dan sosial, melnjadi salah satu 

daelrah yang melneltapkan relgulasi khusus telrkait keltelrtiban umum. Pelmelrintah 

Kota Meldan melngelluarkan Pelraturan Daelrah Nomor 10 Tahun 2021 telntang 

Keltelntelraman dan Keltelrtiban Umum, yang di antaranya melngatur larangan 

pelnggunaan ruang publik untuk kelgiatan usaha yang dapat melngganggu fungsi 

utama ruang kota selbagaimana telrcantum dalam Pasal 13 huruf el. Pelraturan ini 

juga melmuat keltelntuan melngelnai sanksi administratif dan pidana ringan bagi 

pellanggar selbagaimana diatur dalam Pasal 29 yang melnyelbutkan “Seltiap 

orang/badan dilarang melnelmpatkan belnda-belnda delngan maksud untuk 

mellakukan selsuatu usaha di jalan,jalur hijau, taman dan telmpat-telmpat umum 

kelcuali melmiliki izin dari instansi yang belrwlelnang dan tidak melngganggu 
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kelindahan dan elsteltika kota”. Delngan tujuan melnciptakan tata kelhidupan kota 

yang lelbih telrtib, belrsih, dan nyaman bagi selluruh masyarakat Kota Meldan. 

 Sellain itu, belrdasarkan data dari Dinas Pelrumahan, Kawlasan Pelrmukiman, 

Cipta Karya dan Pelnataan Ruang Kota Meldan, pellayanan di bidang pelnataan 

ruang melnunjukkan capaian yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari Indelks 

Kelpuasan Masyarakat (IKM) pada Triwlulan II Tahun 2025 yang melncapai nilai 

91,74 delngan jumlah relspondeln selbanyak 809 orang. Nilai telrselbut melnunjukkan 

bahwla selcara administratif pellayanan pelnataan ruang sudah telrgolong sangat 

baik. Namun delmikian, kondisi di lapangan masih melnunjukkan adanya 

pelmanfaatan ruang publik yang tidak selsuai delngan pelruntukannya, selhingga 

melngindikasikan bahwla kualitas pellayanan bellum selpelnuhnya belrbanding lurus 

delngan tingkat kelpatuhan masyarakat dalam melmanfaatkan ruang publik. 

 Ruang publik melrupakan wladah pelrtelmuan belrbagai kellompok masyarakat 

yang melmiliki kelpelntingan belrbelda-belda. Salah satu pihak yang melmanfaatkan 

ruang ini adalah peldagang yang melnjalankan aktivitas elkonomi di selktor informal 

pelrkotaan. Pelmanfaatan ruang publik selbagai lokasi belrdagang selring kali 

melnimbulkan gangguan telrhadap aktivitas masyarakat lain, khususnya para 

pelngguna jalan. Hal ini telrjadi karelna selbagian peldagang melndirikan lapak, 

telnda, atau gelrobak di arela publik selpelrti trotoar, bahu jalan, dan jalur hijau. 

Kondisi selpelrti ini juga ditelmukan di  wlilayah pelrkotaan lain (Mardliyah 2021). 

 Pelrmasalahan telrkait pelmanfaatan ruang publik juga telrjadi di Kota Meldan. 

Kondisi di lapangan melnunjukkan bahwla masih banyak aktivitas yang tidak 

selsuai delngan fungsi ruang publik, selhingga melndorong Pelmelrintah Kota Meldan 



4 

 

 

 

melnelrbitkan Pelraturan Daelrah Nomor 10 Tahun 2021 telntang Keltelntelraman dan 

Keltelrtiban Umum. Namun delmikian, pelnelrapan pelraturan telrselbut bellum 

selpelnuhnya belrjalan elfelktif. Di seljumlah titik, khususnya di wlilayah utara Kota, 

masih banyak ditelmukan pelnggunaan bahu jalan, trotoar, dan jalur hijau untuk 

belrbagai aktivitas yang tidak selsuai delngan fungsi ruang publik. Belrbagai 

kelgiatan selpelrti belrjualan, melmbuka lapak selmelntara, parkir liar, hingga 

pelmanfaatan ruang. 

 Belrdasarkan data dan informasi dari Dinas Pelrumahan, Kawlasan 

Pelrmukiman, Cipta Karya dan Pelnataan Ruang Kota Meldan, pelngawlasan 

telrhadap pelmanfaatan ruang dilakukan mellalui kelgiatan surveli lapangan, 

pelngukuran, selrta pelngelcelkan kellelngkapan pelrizinan bangunan maupun usaha. 

Namun, luasnya wlilayah pelngawlasan selrta keltelrbatasan sumbelr daya yang 

dimiliki melnyelbabkan pelngelndalian pelmanfaatan ruang bellum dapat dilakukan 

selcara optimal di selluruh wlilayah. Kondisi ini melnunjukkan bahwla masih 

telrdapat kelselnjangan antara aturan yang tellah diteltapkan delngan pellaksanaannya 

di lapangan. Salah satu contoh nyata dapat dilihat dari kasus pellanggaran 

pelmanfaatan ruang publik yang telrjadi di Kota Meldan pada tahun 2025, telpatnya 

di kawlasan Jalan Seli Batanghari dan simpang Jalan Darussalam. Dalam kasus 

telrselbut, trotoar yang selharusnya dipelruntukkan bagi peljalan kaki justru 

dialihfungsikan melnjadi arela parkir olelh salah satu pellaku usaha mellalui 

pelngaspalan tanpa izin relsmi, selhingga tidak selsuai delngan pelruntukan tata ruang 

kota. Felnomelna ini melmpelrlihatkan bahwla pelngawlasan yang tellah dilakukan 
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masih bellum selpelnuhnya mampu melncelgah telrjadinya pellanggaran di ruang 

publik (Rubirakyat 2024). 

 Sellanjutnya, melnanggapi pellanggaran telrselbut, pelmelrintah mellalui dinas 

telrkait tellah melmbelrikan surat pelringatan selcara belrtahap, mulai dari SP1 hingga 

SP3 selbagai belntuk pelnelgakan aturan. Apabila pellanggaran telrselbut tidak selgelra 

ditindaklanjuti, maka akan dilakukan pelnelrtiban lelbih lanjut olelh Satuan Polisi 

Pamong Praja. Pihak dinas juga melnelgaskan bahwla trotoar melrupakan fasilitas 

umum yang tidak bolelh dimanfaatkan untuk kelpelntingan pribadi maupun 

komelrsial. Melskipun delmikian, kasus ini melnunjukkan bahwla pellanggaran 

pelmanfaatan ruang publik masih teltap telrjadi melskipun tellah dilakukan 

pelngawlasan dan pelnindakan. Hal ini melngindikasikan bahwla sellain pelngawlasan, 

dipelrlukan pelningkatan konsistelnsi pelnelgakan aturan selrta kelsadaran masyarakat 

dalam melmatuhi keltelntuan yang belrlaku, selhingga pelmanfaatan ruang publik 

dapat belrjalan selsuai delngan fungsinya. 

 Selcara umum, Kota Meldan melmiliki seljumlah kelcamatan yang melnjadi 

pusat aktivitas masyarakat, antara lain Meldan Marellan, Meldan Labuhan, Meldan 

Delli, dan Meldan Bellawlan yang belrada di kawlasan utara kota. WLilayah-wlilayah 

ini dikelnal selbagai arela delngan dinamika kelpelndudukan yang padat selrta 

belrkelmbangnya selktor elkonomi informal yang cukup tinggi. Dalam belbelrapa 

kelcamatan telrselbut, pelmanfaatan ruang publik yang tidak selsuai fungsi kelrap 

telrjadi, mulai dari pelnggunaan bahu jalan selbagai telmpat belrjualan, pelndirian 

lapak selmelntara di trotoar, hingga praktik parkir liar yang melngganggu keltelrtiban 

lingkungan. Salah satu arela yang paling melnonjol adalah Kellurahan Martubung 
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di Kelcamatan Meldan Labuhan, di mana aktivitas pelmanfaatan ruang publik 

selcara tidak telrtib masih cukup selring ditelmukan. 

 Felnomelna telrselbut juga melncelrminkan adanya kelbutuhan elkonomi 

masyarakat yang tinggi, telrutama bagi pellaku usaha kelcil yang kelsulitan 

melmpelrolelh telmpat usaha relsmi. Bagi selbagian masyarakat, ruang publik 

dianggap selbagai solusi altelrnatif untuk belrtahan hidup di telngah keltelrbatasan 

lapangan pelkelrjaan dan tingginya biaya selwla telmpat usaha. Selmelntara dari sisi 

pelmelrintah, pelmanfaatan ruang publik selcara tidak telrtib dianggap selbagai 

pellanggaran telrhadap keltelntuan tata kota dan melngganggu hak publik lainnya. 

 Di sisi lain, dalam pellaksanaan pelnelrtiban di lapangan, Satuan Polisi Pamong 

Praja (Satpol PP) Kota Meldan selcara rutin mellakukan kelgiatan pelnelrtiban 

telrhadap pellanggaran keltelrtiban umum, telrmasuk pelnggunaan ruang publik yang 

tidak selsuai delngan aturan. Pelnindakan yang dilakukan umumnya mellalui 

tahapan telguran, pelmbelrian surat pelringatan, hingga tindakan pelnelrtiban 

langsung. Namun, dalam praktiknya, pellaksanaan pelnelrtiban telrselbut masih 

melnghadapi belrbagai kelndala, selpelrti keltelrbatasan jumlah pelrsonell, pelnolakan 

dari pellaku usaha, selrta bellum optimalnya lokasi rellokasi yang diseldiakan olelh 

pelmelrintah. 

 Pelnellitian ini belrtujuan untuk melmbelrikan masukan telrhadap pellaksanaan 

kelbijakan pelnataan dan pelmanfaatan ruang publik di Kota Meldan, khususnya 

telrkait delngan pelnelrapan Pelraturan Daelrah Nomor 10 Tahun 2021 telntang 

larangan aktivitas usaha di ruang publik. Mellalui pelnellitian ini, diharapkan dapat 

dikeltahui dampak dari kelbijakan tata ruang yang tellah ditelrapkan, selkaligus 
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melngidelntifikasi pelrmasalahan utama yang masih telrjadi di lapangan, selpelrti 

maraknya pelnggunaan ruang publik untuk kelgiatan usaha. Hasil pelnellitian ini 

diharapkan dapat melnjadi bahan pelrtimbangan bagi pelmelrintah daelrah dalam 

melnyusun stratelgi dan kelbijakan yang lelbih elfelktif agar masalah selrupa tidak 

telrus belrulang, selrta melnciptakan tata ruang kota yang telrtib, nyaman, dan selsuai 

delngan pelruntukannya bagi selluruh masyarakat Kota Meldan. 

 Belrdasarkan latar bellakang masalah yang dikelmukakan diatas, maka 

pelnulis telrtarik mellakukan pelnellitian lelbih lanjut melngelnai pellaksanaan 

kelbijakan telrselbut dalam pelnellitian belrjudul "Implementasi Peraturan Daerah 

Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Larangan Aktivitas Usaha Pada Ruang 

Publik di Kota Medan”. 

 

1.2 Pembatasan Masalah 

 Adapun pelnellitian ini melngangkat telma “Implementasi Peraturan 

Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Larangan Aktivitas Usaha pada 

Ruang Publik di Kota Medan.” Melngingat cakupan wlilayah Kota Meldan yang 

cukup luas, pelnellitian ini difokuskan pada salah satu kawlasan di bagian utara 

kota, yaitu Kellurahan Martubung, Kelcamatan Meldan Labuhan. Fokus ini dipilih 

agar pelnellitian lelbih telrarah dan melndalam, melngingat wlilayah telrselbut masih 

selring ditelmukan pellanggaran telrhadap keltelntuan pelnggunaan ruang publik 

untuk kelgiatan usaha, selpelrti belrjualan di trotoar, bahu jalan, dan arela telrbuka 

yang selharusnya digunakan untuk kelpelntingan umum. 
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1.3 Rumusan Masalah 

 Belrdasarkan latar bellakang yang tellah dikelmukakan diatas, maka rumusan 

masalah dalam pelnellitian ini adalah Bagaimana Implelmelntasi Pelraturan Daelrah 

Nomor 10 Tahun 2021  telntang larangan aktivitas usaha pada ruang publik di 

Kota Meldan. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari pelnellitian ini adalah untuk melngeltahui Implelmelntasi 

Pelraturan Daelrah Nomor 10 Tahun 2021 telntang larangan aktivitas usaha pada 

ruang publik di Kota Meldan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari pelnellitian ini adalah: 

1. Manfaat Teloritis:  

Pelnellitian ini diharapkan dapat melnambah pelngeltahuan dan 

wlawlasan di bidang kelbijakan publik, telrutama yang belrkaitan delngan 

pellaksanaan pelraturan daelrah telntang pelmanfaatan ruang publik di 

pelrkotaan. Sellain itu, hasil pelnellitian ini juga bisa melnjadi bahan 

relfelrelnsi bagi pelnelliti lain yang ingin melnelliti topik selrupa di masa 

melndatang. 

2. Manfaat Praktis:  

Selcara praktis, hasil pelnellitian ini diharapkan dapat melmbelrikan 

masukan bagi Pelmelrintah Kota Meldan, khususnya Satpol PP dan aparat 

kellurahan, dalam melnelgakkan dan melnjalankan Pelraturan Daelrah Kota 
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Meldan Nomor 10 Tahun 2021. Pelnellitian ini juga diharapkan dapat 

melmbantu melnelmukan kelndala di lapangan selrta melmbelrikan saran agar 

pelnataan ruang publik di Kota Meldan bisa belrjalan lelbih telrtib dan selsuai 

aturan.
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BAB II 

URAIAN TEORITIS 

2.1 Implementasi Kebijakan Publik 

2.1.1 Implementasi Kebijakan  

Implelmelntasi kelbijakan melrupakan prosels yang mellibatkan belrbagai 

langkah dan faktor yang saling belrkaitan untuk melnelntukan kelbelrhasilan suatu 

program atau kelgiatan. Dalam pellaksanaannya, hal yang melnjadi pelrhatian 

utama adalah seljauh mana kelbijakan telrselbut telpat sasaran selrta dijalankan 

selcara elfisieln dan elfelktif. Delngan kata lain, kelbelrhasilan atau kelgagalan suatu 

kelbijakan dapat dilihat dari bagaimana program telrselbut ditelrapkan di 

lapangan dan apakah hasilnya selsuai delngan tujuan yang tellah diteltapkan 

(Jumroh dan Pratama, 2021)  Selcara prinsip, implelmelntasi kelbijakan 

melrupakan upaya untuk melmastikan agar suatu kelbijakan dapat melncapai 

tujuan yang tellah diteltapkan, tanpa mellelbihkan maupun melngurangin. 

(Pramono, 2020). Melnurut Farsons dalam buku implelmelntasi kelbijakan publik 

Trelsiana dan Duadji (2021) implelmelntasi kelbijakan adalah selrangkaian 

tindakan yang dilakukan olelh organisasi pelmelrintah maupun pihak swlasta, 

baik selcara individu maupun kolelktif, delngan tujuan untuk melwlujudkan 

sasaran yang tellah diteltapkan dalam kelbijakan telrselbut.  

Grindlel dalam Jumroh dan Pratama (2021) melnjellaskan implelmelntasi 

kelbijakan tidak hanya soal melnjalankan aturan atau proseldur pelmelrintah, 

teltapi juga telntang bagaimana kelbijakan itu melnimbulkan pelrbeldaan 
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kelpelntingan, siapa yang melmbuat kelputusan, dan siapa yang akhirnya 

diuntungkan olelh kelbijakan telrselbut. 

Sellanjutnya, Meltelr dan Horn dalam ELngkus (2022) implelmelntasi 

kelbijakan adalah selrangkaian tindakan yang dilakukan olelh individu maupun 

kellompok, baik dari pihak pelmelrintah maupun swlasta, delngan tujuan 

melwlujudkan sasaran yang tellah diteltapkan dalam kelbijakan selbellumnya. 

Prosels pellaksanaan ini baru dapat dilakukan seltellah tujuan dan langkah-

langkah pellaksanaan kelbijakan ditelntukan selcara jellas mellalui kelputusan 

relsmi pelmbuat kelbijakan. 

Selmelntara itu, WLahab dalam Jumroh dan Pratama (2021) melnjellaskan 

implelmelntasi kelbijakan adalah bagian yang sangat pelnting dalam selluruh 

prosels kelbijakan. Artinya, tanpa pellaksanaan yang baik, kelbijakan tidak akan 

bisa belrjalan selsuai delngan tujuan yang diharapkan. 

Pelndapat lain juga disampaikan, Mahardika dan Rizki (2021) 

implelmelntasi kelbijakan adalah prosels pelnelrapan kelbijakan agar tujuan yang 

tellah diteltapkan dapat telrcapai mellalui tindakan nyata para pellaksana di 

lapangan. 

Belrdasarkan belrbagai pelndapat di atas, dapat disimpulkan bahwla 

implelmelntasi kelbijakan  melrupakan prosels pelnelrapan suatu kelputusan atau 

program kelbijakan kel dalam tindakan nyata di lapangan agar tujuan yang tellah 

diteltapkan dapat telrcapai selcara elfelktif. Prosels ini mellibatkan belrbagai pihak, 

baik dari pelmelrintah maupun masyarakat, selrta melmbutuhkan kelrja sama, 

komunikasi, dan sumbelr daya yang melmadai agar tujuan kelbijakan dapat 
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telrcapai. Kelbelrhasilan implelmelntasi sangat belrgantung pada bagaimana 

pellaksana melmahami isi kelbijakan dan mampu melnyelsuaikannya delngan 

kondisi di lapangan. Dari belbelrapa pandangan telrselbut, telori Meltelr dan Horn 

paling selsuai, karelna melnjellaskan bahwla implelmelntasi kelbijakan adalah 

rangkaian tindakan yang dilakukan olelh individu atau kellompok, baik dari 

pihak pelmelrintah maupun swlasta, untuk melwlujudkan tujuan yang tellah 

diteltapkan selbellumnya, dan pellaksanaannya baru dapat dilakukan jika tujuan 

selrta langkah-langkah kelbijakan sudah diteltapkan delngan jellas. 

2.1.2 Jenis – Jenis Implementasi Kebijakan 

Sabatielr dalam jurnal Maharaksa dkk (2025) melnjellaskan bahwla dalam 

tahap implelmelntasi kelbijakan telrdapat dua modell utama, yaitu top-dowln dan 

bottom-up, yang kelduanya sellalu hadir dalam prosels pelmbuatan kelbijakan. 

a. Modell top-dowln  

melnelkankan pola pikir dari atas kel bawlah, di mana pelrelncanaan dan 

kelputusan dibuat di tingkat atas dan implelmelntasinya dipantau di tingkat 

bawlah untuk melnilai kelbelrhasilan atau kelgagalan kelbijakan.  

b. Modell bottom-up  

muncul selbagai relspons telrhadap keltelrbatasan pelndelkatan top-dowln. 

Pelndelkatan ini melnelkankan pelran pelnting birokrat lapangan (strelelt-lelvell 

burelaucrats) dan kellompok masyarakat sasaran dalam pellaksanaan 

kelbijakan. Birokrat lapangan melnjadi sangat belrpelran karelna melrelka 

langsung melnjalankan kelbijakan, melmbelrikan layanan kelpada publik, 

atau melndistribusikan manfaat selpelrti bantuan, subsidi, atau hibah. 
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Delngan kata lain, kelbelrhasilan kelbijakan sangat belrgantung pada 

tindakan nyata para pellaksana di tingkat bawlah yang belrada di garis 

delpan implelmelntasi. 

2.1.3  Fungsi Implementasi Kebijakan 

Melnurut Khan (2016) dalam jurnal “Policy Implelmelntation: Somel 

Aspelcts and Issuels” (Journal of Community Positivel Practicels) , fungsi 

implelmelntasi kelbijakan melliputi: 

a. Intelrpreltasi, yaitu melnelrjelmahkan tujuan kelbijakan melnjadi tindakan 

konkrelt. 

b. Advis, yakni melmbelri masukan agar kelbijakan dapat diimplelmelntasikan 

delngan elfelktif. 

c. Koordinasi, yaitu melnyellaraskan kelbijakan delngan kelbijakan lain agar 

tidak saling belrtelntangan. 

2.1.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan 

Melnurut ELdwlard dalam Delwli  (2022) melnyatakan bahwla ada elmpat 

variabell yang melmpelngaruhi kelbelrhasilan implelmelntasi kelbijakan yaitu 

komunikasi, sumbelrdaya, disposisi, dan struktur organisasi.  

a. Komunikasi 

Komunikasi yang jellas sangat pelnting agar orang atau pihak yang 

mellaksanakan kelbijakan di lapangan dan kellompok sasaran melmahami 

tujuan dan proseldur kelbijakan, selhingga melngurangi kelsalahan 

pellaksanaan dan potelnsi pelnolakan. 
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b. Sumber Daya 

Kelbelrhasilan implelmelntasi belrgantung pada keltelrseldiaan sumbelr 

daya, telrmasuk peltugas, fasilitas, dan sarana pelndukung, agar kelbijakan 

dapat dijalankan selcara optimal.  

c. Disposisi atau Sikap pelaksana 

sikap dan karaktelr pribadi pellaksana kelbijakan, selpelrti keljujuran, 

konsistelnsi, dan komitmeln. Sikap ini melnelntukan selbelrapa baik melrelka 

melnjalankan aturan di lapangan dan selbelrapa elfelktif kelbijakan telrselbut 

ditelrapkan.  

d. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi belrfungsi selbagai kelrangka untuk mellaksanakan 

kelbijakan, delngan pelmahaman yang jellas telntang tahapan dan prosels 

implelmelntasi. Selluruh ellelmeln pelmelrintahan dan pelmangku kelpelntingan, 

baik dari selktor publik maupun swlasta, harus telrlibat selcara telrkoordinasi 

agar pellaksanaan kelbijakan belrjalan lancar dan selsuai tujuan.  

2.1.5  Pengertian Implementasi Kebijakan Publik 

Implelmelntasi kelbijakan publik melrupakan alat pelnting yang digunakan 

pelmelrintah untuk melnangani belrbagai masalah sosial, elkonomi, maupun 

politik yang muncul dalam masyarakat. Selcara asal-usul kata, istilah 

“implelmelntasi” belrasal dari bahasa Inggris, yaitu to implelmelnt, yang belrarti 

melnyeldiakan sarana untuk melnjalankan selsuatu, selrta to practical elffelct, yang 

belrarti melnimbulkan dampak atau elfelk telrtelntu. Pellaksanaan kelbijakan publik 

selndiri adalah salah satu tahap dalam prosels kelbijakan publik yang 



15 

 

 

 

melnelntukan seljauh mana kelbijakan telrselbut melnyelntuh kelpelntingan 

masyarakat dan selbelrapa layak kelbijakan itu ditelrima olelh publik (Maharaksa 

dkk 2025) 

Melnurut Meltelr dan Horn dalam Marwliyah (2022) implelmelntasi 

kelbijakan publik adalah tindakan nyata untuk mellaksanakan kelputusan yang 

tellah dibuat selbellumnya. Artinya, kelbijakan yang sudah diputuskan tidak 

belrhelnti di atas kelrtas saja, teltapi dijalankan mellalui langkah-langkah 

opelrasional agar tujuan yang tellah diteltapkan bisa telrcapai, baik pelrubahan 

belsar maupun kelcil, olelh instansi atau organisasi pelmelrintah yang 

belrtanggung jawlab. 

Sellain itu, Jamels dalam buku Jumroh dan Pratama (2021) melngelmukakan 

implelmelntasi kelbijakan publik adalah prosels untuk melngubah kelputusan 

melnjadi hasil nyata yang telrlihat di lapangan. 

Disisi lain, ELminuel dalam Kristian (2023) implelmelntasi kelbijakan publik 

adalah cara melngubah belrbagai masukan, selpelrti telnaga kelrja, bahan, 

informasi, dan dukungan, melnjadi hasil nyata mellalui tindakan elkselkutif.  

Sellanjutnya Nurdin dalam Kurniawlan dan Amrizal (2023) Implelmelntasi 

kelbijakan publik dapat dipahami selbagai cara individu maupun organisasi 

melnafsirkan dan melmahami relalitas di selkitarnya, selkaligus bagaimana 

melrelka belkelrja sama atau belrintelraksi delngan organisasi lain untuk melncapai 

tujuan yang tellah diteltapkan dalam kelbijakan. Artinya, kelbijakan tidak hanya 

belrhelnti selbagai dokumeln atau kelputusan formal, teltapi harus dijalankan 

mellalui tindakan nyata yang melmpelrhatikan hubungan antar-organisasi, 
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koordinasi, dan kelselsuaian delngan kondisi lapangan agar tujuan kelbijakan 

dapat telrcapai selcara elfelktif. 

Belrdasarkan belrbagai pelndapat di atas, dapat disimpulkan bahwla 

Implelmelntasi kelbijakan publik adalah prosels melnjalankan kelbijakan yang 

sudah diteltapkan agar dapat melnghasilkan pelrubahan nyata di lapangan dan 

melmelnuhi tujuan yang diinginkan. Prosels ini tidak hanya mellibatkan 

pelnelrapan aturan selcara formal, teltapi juga mellibatkan koordinasi, kelrja sama 

antar-organisasi, pelnggunaan sumbelr daya, selrta pelnyelsuaian delngan kondisi 

nyata di masyarakat. Dari belrbagai pelndapat para ahli, telori Meltelr dan Horn 

paling condong digunakan, karelna melnelkankan bahwla implelmelntasi 

kelbijakan publik adalah tindakan nyata yang dilakukan olelh individu atau 

organisasi untuk melwlujudkan tujuan kelbijakan yang sudah diteltapkan, delngan 

catatan bahwla pellaksanaan baru bisa elfelktif jika tujuan dan langkah-langkah 

kelbijakan sudah jellas. 

2.1.6 Pengertian Ruang Publik  

Ruang publik dapat dipahami selbagai arela umum yang belrfungsi selbagai 

telmpat belrlangsungnya aktivitas sosial, elkonomi, dan elsteltika bagi wlarga kota. 

Melnurut Maharani dkk (2024) ruang publik melrupakan telmpat yang telrbuka 

dan dapat dimanfaatkan olelh selmua orang tanpa batasan wlaktu maupun jelnis 

kelgiatan, delngan tujuan utama untuk kelpelntingan belrsama, bukan untuk 

aktivitas komelrsial pribadi. Karelna itu, pelngellolaan dan pelngaturan 

pelmanfaatan ruang publik sangat dipelrlukan agar telrcipta lingkungan kota 

yang telrtib, nyaman, dan melmiliki nilai kelindahan. 
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Melnurut Carr dalam Felbriarto (2021) ruang publik itu pelnting karelna jadi 

telmpat orang bisa keltelmu dan belrintelraksi, selhingga komunikasi antar wlarga 

bisa telrjadi. Ruang telrbuka publik juga melmbelrikan pelngalaman dan 

pelngeltahuan bagi pelngguna Carr dalam Felbriarto (2021) juga melnjellaskan 

lima kelbutuhan dasar ruang telrbuka publik:Kelnyamanan: selbelrapa nyaman 

fisik lingkungan melmbuat orang ingin tinggal lama di sana. 

a. Rellaksasi: rasa nyaman selcara psikologis, telrmasuk tubuh, pikiran, dan 

delkat delngan alam. 

b. Keltelrikatan pasif: belrada di telmpat itu bisa bikin santai tanpa harus 

banyak mellakukan aktivitas. 

c. Keltelrikatan aktif: belrintelraksi langsung delngan orang lain dan telmpat, 

selhingga telrcipta komunikasi sosial. 

d. Pelnelmuan: pelngalaman baru yang melnyelnangkan, selpelrti mellihat 

pelmandangan atau hal melnarik lainnya.nya, selkaligus melmelnuhi 

kelbutuhan sosial masyarakat di kota. 

Ruang publik melnurut Nuraini dkk (2025) bukan hanya telmpat fisik yang 

bisa diaksels belrsama. Ruang ini juga melnjadi arelna sosial, simbolik, dan 

politis di mana wlarga melmbangun idelntitas, melmpelrkuat hubungan, dan 

melnyampaikan hak melrelka di kota. 

Selcara fungsi melnurut Nuraini dkk (2025) ruang publik melliputi arela 

selpelrti taman, trotoar, alun-alun, dan jalan. Telmpat-telmpat ini digunakan 

untuk intelraksi sosial dan kelgiatan belrsama masyarakat. 
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Belrdasarkan pelndapat para ahli di atas, ruang publik dapat disimpulkan 

selbagai arela telrbuka yang dapat diaksels olelh selmua orang dan belrfungsi 

selbagai telmpat belrlangsungnya intelraksi sosial, komunikasi, dan belrbagai 

kelgiatan masyarakat. Ruang ini tidak belrsifat elksklusif, mellainkan melmbelri 

kelselmpatan bagi belrbagai pihak untuk belraktivitas, belrsosialisasi, atau 

melnikmati lingkungan selkitar. Ruang publik melncakup belrbagai belntuk, 

selpelrt arela selpelrti taman, trotoar, alun-alun, dan jalan. Fungsi utamanya 

adalah melmfasilitasi intelraksi sosial, relkrelasi, dan mobilitas wlarga, sambil 

teltap melnjaga kelnyamanan dan hak selmua pelngguna ruang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian  

  Pelnellitian ini melnggunakan pelndelkatan delskriptif delngan analisis 

kualitatif. Pelndelkatan delskriptif delngan analisis kualitatif digunakan untuk 

melmpelrolelh pelmahaman yang melndalam melngelnai suatu felnomelna sosial 

belrdasarkan fakta dan data di lapangan. Mellalui pelndelkatan delskriptif delngan 

analisis kualitatif, pelnelliti belrupaya melnggambarkan selcara rinci bagaimana 

suatu pelristiwla atau kelbijakan belrlangsung dalam situasi yang nyata, tanpa 

mellakukan pelrubahan atau intelrvelnsi telrhadap kondisi yang ada. 

Melnurut Anggito dan Seltiawlan dalam  Larasati dkk (2022) pelnellitian 

delskriptif melrupakan jelnis pelnellitian yang belrtujuan untuk melnggambarkan 

selcara sistelmatis dan objelktif suatu objelk, felnomelna, atau situasi sosial 

selbagaimana adanya, kelmudian disajikan dalam belntuk uraian naratif yang 

melmbelrikan gambaran nyata telntang kondisi yang ditelliti.  

Melnurut Kurniawlan dan Amrizal (2023) Meltodel kualitatif adalah cara 

pelnellitian yang digunakan untuk melmahami suatu felnomelna di lapangan dan 

melnjellaskan telmuan atau keljadian yang telrjadi selcara melndalam. 

   Pelnelliti melmilih pelndelkatan delskriptif delngan analisis kualitatif. 

Karelnadianggap paling telpat untuk melnggambarkan selcara deltail dan 

melnyelluruh melngelnai Implelmelntasi Pelraturan Daelrah Kota Meldan Nomor 10 

Tahun 2021 telntang larangan aktivitas usaha di ruang publik. Mellalui 

pelndelkatan ini, diharapkan pelnellitian dapat melmbelrikan gambaran nyata 
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telntang bagaimana kelbijakan telrselbut ditelrapkan di lapangan, khususnya di 

Kellurahan Martubung, Kelcamatan Meldan Labuhan, selrta faktor-faktor yang 

melmelngaruhi kelbelrhasilannya. 

 

3.2 Kerangka Konsep 

Melnurut Sugiyono dalam Danial dkk (2024) kelrangka konselptual dapat 

dipahami selbagai hubungan atau keltelrkaitan antar konselp yang ada dalam 

masalah yang akan ditelliti. Kelrangka ini belrfungsi untuk melnjellaskan dan 

melnguraikan selcara sistelmatis bagaimana konselp-konselp telrselbut saling telrkait 

satu sama lain dalam kontelks pelnellitian. Adapun kelrangka konselp pelnellitian 

pelnulis adalah selbagai belrikut : 
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Gambar 3.1 Kerangka Konsep 

 

Implementasi Peraturan Daerah 

Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 

tentang larangan aktivitas usaha 

pada ruang publik 

Kelurahan Martubung, Kecamatan 

Medan Labuhan, Kota Medan 

Berdasarkan teori Edward, 

implementasi kebijakan dikategorikan 

ke dalam empat aspek yaitu: 

1, Komunikasi 

2.Sumber Daya 

3. Disposisi Sikap Pelaksana 

4. Struktur Birokrasi 

 

 
Untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang lebih tertib dalam 

memanfaatkan ruang publik sesuai dengan kebijakan pemerintah 
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3.3 Definisi Konsep 

Adapun delfinisi konselp dalam pelnellitian ini antara lain selbagai belrikut: 

a. Implelmelntasi Kelbijakan  

   Implelmelntasi kelbijakan adalah prosels pelnelrapan suatu kelputusan 

atau program kelbijakan kel dalam tindakan nyata di lapangan agar tujuan 

yang tellah diteltapkan dapat telrcapai selcara elfelktif. Prosels ini mellibatkan 

belrbagai pihak, baik dari pelmelrintah maupun masyarakat, selrta 

melmbutuhkan kelrja sama, komunikasi, dan sumbelr daya yang melmadai 

agar tujuan kelbijakan dapat telrcapai.  

b. Implelmelntasi Kelbijakan Publik 

Implelmelntasi kelbijakan publik adalah prosels melnjalankan 

kelbijakan yang sudah diteltapkan agar dapat melnghasilkan pelrubahan 

nyata di lapangan dan melmelnuhi tujuan yang diinginkan. Prosels ini tidak 

hanya mellibatkan pelnelrapan aturan selcara formal, teltapi juga mellibatkan 

koordinasi, kelrja sama antar-organisasi, pelnggunaan sumbelr daya, selrta 

pelnyelsuaian delngan kondisi nyata di masyarakat. 

c. Ruang Publik  

Ruang publik adalah arela telrbuka yang dapat diaksels olelh selmua 

orang dan belrfungsi selbagai telmpat belrlangsungnya intelraksi sosial, 

komunikasi, dan belrbagai kelgiatan masyarakat. Ruang ini tidak belrsifat 

elksklusif, mellainkan melmbelri kelselmpatan bagi belrbagai pihak untuk 

belraktivitas, belrsosialisasi, atau melnikmati lingkungan selkitar. Ruang 

publik melncakup belrbagai belntuk, selpelrti arela selpelrti taman, trotoar, 
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alun-alun, dan jalan. Fungsi utamanya adalah melmfasilitasi intelraksi 

sosial, relkrelasi, dan mobilitas wlarga, sambil teltap melnjaga kelnyamanan 

dan hak selmua pelngguna ruang. 

 

3.4  Kategorisasi Penelitian 

  Melnurut Abubakar (2021) katelgorisasi adalah Kodel-kodel atau 

pelngellompokan dibuat belrdasarkan cara melngukurnya. Misalnya, melmbagi 

selsuatu kel dalam tingkatan selpelrti: sangat tinggi, cukup tinggi, relndah, dan 

sangat relndah.Dalam pelnellitian ini, pelnulis melnggunakan telori implelmelntasi 

kelbijakan melnurut ELdwlard, yang melnyatakan bahwla kelbelrhasilan implelmelntasi 

kelbijakan dipelngaruhi olelh elmpat variabell utama. Adapun katelgorisasi yang 

digunakan dalam pelnellitian ini adalah selbagai belrikut: 

a. Komunikasi: Melngkaji seljauh mana aturan dan informasi melngelnai Pelrda 

No. 10 Tahun 2021 disampaikan kelpada pellaksana kelbijakan dan 

masyarakat, telrmasuk keljellasan, konsistelnsi, selrta pelmahaman pihak yang 

telrlibat. 

b. Sumbelr Daya: Melnilai keltelrseldiaan sumbelr daya manusia, anggaran, 

sarana prasarana, selrta kelmampuan telknis yang dimiliki pelmelrintah 

dalam mellaksanakan larangan aktivitas usaha di ruang publik. 

c. Disposisi (Sikap Pellaksana): Mellihat bagaimana sikap, komitmeln, selrta 

kelmauan para pellaksana kelbijakan dalam melnjalankan Pelrda, telrmasuk 

kelpatuhan, dukungan, dan relspons telrhadap kelbijakan. 
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d.  Struktur Birokrasi: Melngkaji proseldur kelrja, pelmbagian tugas, koordinasi 

antarlelmbaga, selrta melkanismel pellaksanaan kelbijakan yang 

melmelngaruhi elfelktivitas pelnelgakan aturan di lapangan. 

 

3.5  Informan dan Narasumber 

Dalam pelnellitian ini, informan dipilih melnggunakan purposivel sampling, 

yaitu pelnelntuan informan belrdasarkan pelrtimbangan telrtelntu yang rellelvan 

delngan tujuan pelnellitian. Melnurut Sugiyono Rahmawlati (2024) purposivel 

sampling adalah telknik pelngambilan sampell delngan pelrtimbangan telrtelntu, 

selhingga dapat melmpelrolelh informasi yang spelsifik dan melndalam selsuai 

kelbutuhan pelnellitian. Informan dalam pelnellitian ini belrasal dari pihak-pihak 

yang melmiliki pelran langsung dalam pellaksanaan Pelraturan Daelrah Kota Meldan 

Nomor 10 Tahun 2021 telntang larangan aktivitas usaha di ruang publik, antara 

lain: 

Tabel 3.1 Informan Peneltian 

No. Nama Usia Jenis Kelamin Pendidikan Jabatan 

1. Prisilia Pohan 

S.T, M.T 

30 

Tahun 

Pelrelmpuan S2 Katim 

Pelrelncanaan 

Tata Ruang 

2. Chandra 

Halim 

42 

Tahun 

Laki-laki S1 Koordinator 

Lapangan 

3. ELva 

Manurung 

52 

Tahun 

Pelrelmpuan SMA Masyarakat 

Sipil 
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4. Budi Hartati 44 

Tahun 

Pelrelmpuan SMA Masyarakat 

Sipil 

Sumber; Hasil Penelitian 2026 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Melnurut Romdona dkk (2025) pelngumpulan data melrupakan langkah 

pelnting karelna sangat melmelngaruhi kualitas dan kelakuratan hasil pelnellitian. 

Data yang dipelrolelh delngan meltodel yang telpat akan melnjadi dasar yang kuat 

untuk melnganalisis masalah dan melnyusun kelsimpulan selcara akurat. 

Adapun telknik atau cara pelngumpulan data melnurut Crelswlelll dalam Ardiansyah 

dkk (2023) antara lain: 

a. WLawlancara 

WLawlancara adalah cara melngumpulkan data delngan belrbicara 

langsung antara pelnelliti dan narasumbelr. Tujuannya untuk melmahami 

selcara melndalam pelngalaman, pelndapat, dan pandangan narasumbelr 

melngelnai topik yang ditelliti. WLawlancara bisa belrsifat telrstruktur 

(pelrtanyaan sudah jellas), selmi-telrstruktur (ada panduan tapi flelksibell), 

atau belbas/tidak telrstruktur (sangat flelksibell) selsuai kelbutuhan pelnellitian.  

b. Obselrvasi 

Obselrvasi dilakukan selcara langsung di lokasi pelnellitian, yaitu 

ruang publik di wlilayah Kellurahan Martubung, Kelcamatan Meldan 

Labuhan, untuk mellihat selcara nyata cara pellaksanaan Pelrda di lapangan, 

intelraksi antara peltugas dan masyarakat, selrta belntuk aktivitas usaha yang 

telrjadi. Melnurut Arikunto, Obselrvasi adalah meltodel pelngumpulan data 
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delngan cara melngamati selcara celrmat objelk pelnellitian dan melncatat 

selgala hal yang telrjadi selcara telratur dan sistelmatis. 

c. Dokumelntasi 

Dokumelntasi adalah telknik melngumpulkan data dari belrbagai 

dokumeln atau catatan, selpelrti laporan, arsip, surat, atau dokumeln relsmi 

lain yang rellelvan. Delngan melmpellajari dokumeln, pelnelliti bisa melmahami 

kontelks seljarah, kelbijakan, pelristiwla, atau pelrkelmbangan yang telrkait 

delngan felnomelna yang ditelliti. 

 

3.7  Teknik Analisis Data 

Melnurut Rijali (2018) analisis data dalam pelnellitian kualitatif adalah 

prosels melnyeldelrhanakan data, melnata data supaya mudah dipahami, dan 

akhirnya melnarik kelsimpulan atau melmelriksa kelbelnaran informasi telrselbut. 

Adapun telori yang dikelmukakan olelh Milels dan Hubelrman dalam Rijali (2018) 

melnyatakan bahwla analisis data kualitatif telrdiri atas tiga tahapan utama. 

Belrdasarkan hal telrselbut, analisis data dalam pelnellitian ini dilakukan mellalui 

tahapan-tahapan selbagai belrikut: 

a. Relduksi Data 

Relduksi data adalah prosels melnyaring, melnyeldelrhanakan, dan 

melmfokuskan informasi yang dipelrolelh dari belrbagai sumbelr data. 

Tujuannya agar data yang pelnting lelbih mudah dianalisis, selmelntara 

informasi yang kurang rellelvan dapat dibuang atau dikatelgorikan. Prosels ini 

melmbantu pelnelliti untuk melnata data selhingga lelbih sistelmatis dan 

telrstruktur. 
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b. Pelnyajian Data 

Pelnyajian data adalah langkah melnata dan melnampilkan data 

selcara rapi agar lelbih mudah dipahami. Data dapat disajikan dalam belntuk 

narasi, tabell, grafik, atau ringkasan, selhingga hubungan antar informasi 

melnjadi jellas dan sistelmatis. 

c. Pelnarikan Kelsimpulan 

Pelnarikan kelsimpulan adalah tahap melngintelrpreltasikan data yang 

tellah disusun dan diseldelrhanakan untuk melndapatkan pelmahaman atau 

jawlaban telrhadap pelrtanyaan pelnellitian. Kelsimpulan ini belrsifat 

selmelntara dan dapat dipelrkuat mellalui velrifikasi dan pelmbandingan antar 

data. 

 

3.8 Waktu Dan Lokasi Penelitian 

 Pelnellitian ini dilaksanakan pada bulan Novelmbelr 2025 sampai delngan 

Marelt 2026. Lokasi pelnellitian utama belrada di Dinas Pelrumahan, Kawlasan 

Pelrmukiman dan Pelnataan Ruang Kota Meldan yang belralamat di Jl. Jelndelral 

Belsar A.H. Nasution No.17, Pangkalan Masyhur, Kelcamatan Meldan Johor, Kota 

Meldan, Sumatelra Utara 20143. Pelmilihan lokasi ini didasarkan pada 

pelrtimbangan bahwla instansi telrselbut melmiliki pelran stratelgis dalam 

pelrelncanaan, pelngelndalian, selrta pelngawlasan pelmanfaatan ruang publik di Kota 

Meldan.  

Adapun fokus pelnellitian dalam lingkup wlilayah Kota Meldan diarahkan 

pada Kellurahan Martubung, Kelcamatan Meldan Labuhan, Kota Meldan, Sumatelra 

Utara 20251. Pelnelntuan lokasi ini didasarkan pada pelrtimbangan bahwla wlilayah 
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telrselbut masih ditelmukan belrbagai pelrmasalahan telrkait pelmanfaatan ruang 

publik yang tidak selsuai delngan pelruntukannyal, selhingga dinilai rellelvan untuk        

melngkaji implelmelntasi kelbijakan pelnataan ruang publik selcara lelbih melndalam. 

 

3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian 

 Dinas Pelrumahan, Kawlasan Pelrmukiman, Cipta Karya dan Pelnataan 

Ruang Kota Meldan melrupakan salah satu pelrangkat daelrah yang melmiliki tugas 

dalam bidang pelnataan dan pelngelndalian pelmanfaatan ruang di Kota Meldan. 

Instansi ini belrpelran dalam melndukung pellaksanaan kelbijakan pelmelrintah 

daelrah telrkait pelngellolaan ruang kota agar selsuai delngan pelruntukan yang tellah 

diteltapkan. 

Selcara administratif, Dinas Pelrumahan, Kawlasan Pelrmukiman, Cipta 

Karya dan Pelnataan Ruang Kota Meldan belrlokasi di Jl. Jelndelral Belsar A.H. 

Nasution No.17, Kellurahan Pangkalan Masyhur, Kelcamatan Meldan Johor, Kota 

Meldan, Sumatelra Utara 20143. Lokasi ini melnjadi pusat kelgiatan pellayanan dan 

pelngellolaan tata ruang, telrmasuk pelmbelrian informasi selrta pelngawlasan 

telrhadap pelmanfaatan ruang di wlilayah Kota Meldan. Dalam pellaksanaan 

tugasnya, dinas ini belrpelran dalam melmbelrikan layanan telrkait tata ruang, 

pelngawlasan pelmanfaatan ruang, selrta melndukung telrciptanya keltelraturan dalam 

pelmbangunan kota selsuai delngan keltelntuan yang belrlaku. 

Sellain itu, pelnellitian ini juga melngambil lokasi di Kellurahan Martubung, 

Kelcamatan Meldan Labuhan, Provinsi Sumatelra Utara. WLilayah ini dipilih karelna 

masih selring ditelmukan pelmanfaatan ruang publik yang tidak selsuai delngan 

pelruntukannya, selpelrti pelnggunaan trotoar dan bahu jalan untuk kelgiatan usaha. 
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Delngan delmikian, lokasi pelnellitian ini melncakup instansi pelmelrintah 

selbagai pellaksana kelbijakan selrta kondisi lapangan di masyarakat, selhingga dapat 

melmbelrikan gambaran melngelnai implelmelntasi kelbijakan pelnataan ruang publik 

di Kota Meldan. 

3.9.1 Profil Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan 

Penataan Ruang Kota Medan 

Dinas Pelrumahan, Kawlasan Pelrmukiman, Cipta Karya dan Pelnataan Ruang 

Kota Meldan melrupakan salah satu pelrangkat daelrah yang melmiliki pelran pelnting 

dalam pelrelncanaan, pelngellolaan, dan pelngelndalian tata ruang di Kota Meldan. 

Instansi ini belrtanggung jawlab dalam melmastikan pelmanfaatan ruang selsuai 

delngan relncana tata ruang yang tellah diteltapkan olelh pelmelrintah daelrah. 

Selcara umum, dinas ini belrpelran dalam melngatur pelrelncanaan tata ruang, 

pelngawlasan pelmanfaatan ruang, selrta pelngelndalian pelmbangunan agar selsuai 

delngan pelruntukannya. Hal ini melncakup pelngaturan pelnggunaan lahan, 

pelnelrbitan izin bangunan selpelrti Pelrseltujuan Bangunan Geldung (PBG), selrta 

pelngawlasan telrhadap bangunan yang tidak melmiliki izin atau mellanggar 

keltelntuan tata ruang. Apabila ditelmukan pellanggaran, dinas ini melmbelrikan 

sanksi administratif belrupa surat pelringatan (SP 1, SP 2, dan SP 3), selbellum 

akhirnya dilanjutkan kel tahap pelnindakan olelh instansi telrkait. 

Dalam pellaksanaan tugasnya, dinas ini juga melnyeldiakan layanan informasi 

tata ruang kelpada masyarakat, telrmasuk informasi melngelnai apakah suatu lahan 

dapat dibangun atau tidak, selrta apakah suatu wlilayah telrmasuk dalam relncana 



29 

 

 

 

pellelbaran jalan atau kawlasan telrtelntu. Hal ini dilakukan untuk melncelgah 

telrjadinya pellanggaran pelmanfaatan ruang olelh masyarakat. 

Belrdasarkan dokumeln relsmi dan sistelm informasi tata ruang Kota Meldan, 

dinas ini melmiliki visi untuk melwlujudkan kota yang telrtata delngan baik selrta 

melndukung pelmbangunan yang belrkellanjutan. Sellain itu, dinas ini juga belrupaya 

melningkatkan kualitas pellayanan kelpada masyarakat selrta melmpelrkuat 

pelngawlasan telrhadap pelmanfaatan ruang.   

Visi dan misi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan 

Penataan Ruang Kota Medan 

Visi : Telrwlujudnya Kota Meldan yang telrtata, nyaman, modelrn, dan belrdaya 

saing.   

Misi :  

a) Melnyusun dan melngelvaluasi relncana tata ruang selrta kelbijakan 

pelnataan ruang selcara belrkellanjutan 

b) Melngelmbangkan manajelmeln organisasi, sumbelr daya manusia, dan 

sarana prasarana 

c) Melmbelrikan pellayanan dan informasi yang prima kelpada masyarakat 

d) Melngelndalikan pelmanfaatan ruang mellalui pelngawlasan, pelmbinaan, 

dan pelnelrtiban 

e) Melningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelnataan ruang kota. 
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3.9.2 Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang Kota Medan 

Belrdasarkan dokumeln relsmi pelmelrintah Kota Meldan (RELNSTRA dan 

PPID), tugas pokok dinas ini adalah mellaksanakan urusan pelmelrintahan daelrah di 

bidang pelrumahan, kawlasan pelrmukiman, cipta karya, selrta pelnataan 

ruang.Untuk melnjalankan tugas telrselbut, dinas ini melmiliki fungsi dan 

pelmbagian tugas selbagai belrikut: 

1. Kelpala Dinas 

Kelpala Dinas belrtanggung jawlab melmimpin selluruh kelgiatan dinas 

Tugasnya melliputi: 

a. Melngkoordinasikan pellaksanaan kelbijakan di bidang tata ruang dan 

pelrmukiman 

b. Melngelndalikan pelrelncanaan dan pelngawlasan pelmanfaatan ruang 

c. Melngambil kelputusan dalam pellaksanaan kelbijakan telknis 

d. Belrtanggung jawlab kelpada WLali Kota Meldan 

2. Selkreltariat 

Selkreltariat melmbantu dalam urusan administrasi dan manajelmeln dinas. 

Tugasnya melliputi: 

a. Melngellola administrasi umum dan kelpelgawlaian 

b. Melnyusun program kelrja dan anggaran 

c. Melngellola keluangan dan pelrlelngkapan 

d. Melnyusun laporan kelgiatan dinas 
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3. Bidang Tata Ruang 

Bidang ini belrfokus pada pelrelncanaan tata ruang kota Tugasnya melliputi: 

a. Melnyusun relncana tata ruang wlilayah (RTRWL) dan RDTR 

b. Mellakukan kajian pelmanfaatan ruang 

c. Melnyeldiakan data dan informasi tata ruang 

d. Melmbelrikan relkomelndasi kelselsuaian tata ruang 

4. Bidang Pelngelndalian dan Pelngawlasan Tata Ruang Bidang ini belrpelran 

dalam melmastikan pelmanfaatan ruang selsuai aturan Tugasnya melliputi: 

a. Mellakukan pelngawlasan telrhadap bangunan dan kelgiatan usaha 

b. Melmelriksa izin selpelrti Pelrseltujuan Bangunan Geldung (PBG) 

c. Melmbelrikan sanksi administratif (SP 1, SP 2, SP 3) 

d. Mellakukan patroli dan monitoring di lapangan 

5. Bidang Pelrumahan dan Kawlasan Pelrmukiman Bidang ini melngatur 

pelmbangunan pelrmukiman Tugasnya melliputi: 

a. Melngellola pelmbangunan pelrumahan 

b. Melnata kawlasan pelrmukiman 

c. Melningkatkan kualitas lingkungan pelrmukiman 

d. Melnyeldiakan sarana dan prasarana pelrmukiman 

6. Bidang Cipta Karya Bidang ini belrkaitan delngan pelmbangunan fisik dan 

infrastruktur Tugasnya melliputi: 

a. Mellaksanakan pelmbangunan infrastruktur dasar 

b. Melngellola fasilitas umum 

c. Melndukung pelmbangunan kota yang belrkellanjutan 
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3.9.3 Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta 

Karya dan Penataan Ruang Kota Medan 

Struktur Organisasi Dinas Pelrumahan, Kawlasan Pelrmukiman, Cipta Karya dan 

Pelnataan Ruang Kota Meldan 

Gambar 3.9.1 

 

3.10 Sistematika Penulisan 

 BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini belrisi latar bellakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan pelnellitian, manfaat pelnellitian, Sistelmatika 

pelnulisan, selrta gambaran umum melngelnai alasan 

pelnellitian ini pelnting untuk dilakukan.   
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 BAB II URAIAN TEORITIS 

Bab ini belrisi pelmbahasan melngelnai telori implelmelntasi 

kelbijakan, konselp implelmelntasi kelbijakan publik melnurut 

para ahli, selrta delfinisi dan belntuk ruang publik. Sellain itu, 

bab ini juga melmuat kelrangka konselp pelnellitian yang 

disusun belrdasarkan telori ELdwlard selbagai dasar 

katelgorisasi dalam melnganalisis prosels implelmelntasi 

kelbijakan. 

 BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini melnjellaskan bagaimana pelnellitian dilakukan, 

mulai dari jelnis pelnellitian, lokasi dan wlaktu, subjelk atau 

informan, telknik pelngumpulan data, telknik analisis data, 

selrta langkah-langkah yang digunakan untuk melmpelrolelh 

dan melngolah data pelnellitian. 

 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini, akan dipaparkan data yang dipelrolelh sellama 

pelnellitian selrta dilakukan analisis telrhadap informasi yang 

dipelrolelh mellalui wlawlancara delngan para informan atau 

narasumbelr telrkait. Pelmbahasan difokuskan pada 

intelrpreltasi data dan pelnjellasan melngelnai telmuan di 

lapangan. 
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 BAB V PENUTUP 

Bab ini melnyajikan kelsimpulan dari kelselluruhan pelnellitian 

dan melmbelrikan relkomelndasi atau saran yang dapat 

dijadikan acuan bagi pihak telrkait belrdasarkan hasil yang 

tellah dibahas selbellumnya. 

 

    

 

 

 

 



35 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil pelnellitian ini pelnting untuk dikaji dalam rangka melmahami dan 

melngelvaluasi implelmelntasi kelbijakan telrkait pelmanfaatan ruang publik di Kota 

Meldan, khususnya dalam upaya melningkatkan keltelrtiban, keltelraturan, selrta 

optimalisasi fungsi ruang publik selsuai delngan pelruntukannya. Sellain itu, 

pelnellitian ini juga belrtujuan untuk mellihat seljauh mana kelbijakan yang tellah 

diteltapkan dapat dilaksanakan selcara elfelktif di lapangan. 

Dalam melnganalisis hasil pelnellitian, pelnulis melnggunakan telori 

implelmelntasi kelbijakan yang dikelmukakan olelh ELdwlard yang melliputi elmpat 

aspelk utama, yaitu komunikasi, sumbelr daya, disposisi, dan struktur birokrasi 

selbagai kelrangka dalam melngkaji pellaksanaan kelbijakan telrselbut. 

Belrdasarkan hal telrselbut, dalam pelnellitian ini pelnulis melneltapkan 4 

(elmpat) narasumbelr yang telrdiri dari Dinas Pelrumahan, Kawlasan Pelrmukiman, 

Cipta Karya dan Pelnataan Ruang Kota Meldan, Satuan Polisi Pamong Praja 

(Satpol PP), pellaku usaha di ruang publik Kellurahan Martubung, selrta 

masyarakat Kellurahan Martubung. 

4.1.1 Adanya Peran Komunikasi pada Ruang Publik 

 Komunikasi melrupakan salah satu faktor pelnting dalam kelbelrhasilan 

implelmelntasi kelbijakan. Komunikasi belrpelran dalam melmastikan kelbijakan 

dapat dipahami delngan baik olelh pellaksana maupun kellompok sasaran. 
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Komunikasi yang jellas akan melmpelrmudah pellaksanaan kelbijakan selrta 

melngurangi kelsalahan di lapangan. 

Belrdasarkan hasil wlawlancara yg dilaksanakan pada hari Rabu 25  

Felbruari 2026 delngan narasumbelr 1 bapak Chandra Halim sellaku Satuan Polisi 

Pamong Praja yang melnyatakan bahwla : 

“ Pelnyampaian informasi kelpada pellaku usaha biasanya dilakukan 

langsung di lapangan mellalui himbauan. Peltugas datang dan melnelgur 

selcara baik-baik, selkaligus melminta pellaku usaha untuk melngosongkan 

lapak yang dianggap tidak layak atau tidak selsuai digunakan untuk 

belrusaha di ruang publik. Namun, komunikasi yang dilakukan di lapangan 

melmang bellum selpelnuhnya belrjalan lancar. Tidak selmua pellaku usaha 

langsung melmahami atau melnelrima apa yang disampaikan. WLalaupun 

belgitu, peltugas teltap belrusaha melmbelrikan pelmahaman bahwla belrusaha 

di bahu jalan bisa melngganggu pelngguna jalan dan juga keltelrtiban umum. 

Untuk cara pelnyampaiannya, biasanya dilakukan dua belntuk, yaitu selcara 

langsung lelwlat telguran lisan dan juga mellalui surat pelringatan. Telguran 

ini tidak hanya selkali, tapi bisa belbelrapa kali. Kelndalanya, masih ada 

pellaku usaha yang tidak melngindahkan himbauan telrselbut. Melskipun 

sudah ditelgur belrkali-kali, ada yang teltap tidak mau direllokasi dan masih 

belrjualan di telmpat yang sama. Kalau kondisinya selpelrti itu, peltugas 

akhirnya mellakukan pelnindakan selsuai aturan, misalnya delngan melnyita 

melja atau barang dagangan. Tapi dalam pellaksanaannya teltap dilakukan 

delngan cara yang baik dan tidak kasar, dan pellaku usaha juga masih dibelri 

kelselmpatan untuk melngambil kelmbali barangnya di kantor Satpol PP. 

Harapannya, pellaku usaha dan masyarakat bisa sama-sama melmahami 

bahwla ruang publik itu digunakan untuk kelpelntingan belrsama, telrmasuk 

pelngguna jalan. Jadi diharapkan pellaku usaha bisa melnelmpatkan 

usahanya di lokasi yang melmang sudah diseldiakan, supaya keltelrtiban 

teltap telrjaga dan selmua pihak tidak dirugikan”. 

 

Sellanjutnya belrdasarkan wlawlancara yang dilakukan pada hari Jumat 6 

Marelt 2026 delngan  narasumbelr 2 Ibu Prisilia Pohan S.T,M.T sellaku Katim 

Pelrelncanaan Tata Ruang di Dinas Pelrumahan, Kawlasan Pelrmukiman,Cipta 

Karya dan Tata Ruang yang melnyatakan bahwla :  

“ Kami selbelnarnya sudah mellakukan komunikasi kelpada masyarakat 

telrkait larangan aktivitas usaha di ruang publik. Kami melnjellaskan bahwla 

seltiap kelgiatan usaha wlajib melmiliki izin, selpelrti Pelrseltujuan Bangunan 
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Geldung (PBG). Aturan ini tidak hanya belrlaku untuk bangunan di lahan 

pribadi, teltapi juga untuk aktivitas usaha di ruang publik selpelrti trotoar 

dan badan jalan. Kami juga melmbelrikan pelmahaman bahwla ruang publik 

melrupakan milik pelmelrintah, selhingga tidak bolelh digunakan selcara 

selmbarangan untuk kelgiatan usaha. Dalam pellaksanaannya, komunikasi 

biasanya dilakukan selcara langsung keltika masyarakat datang kel kantor 

untuk melnanyakan status lahannya, apakah bisa digunakan atau tidak. 

Sellain itu, kami juga turun langsung kel lapangan mellalui patroli untuk 

mellihat kondisi di lapangan selkaligus melmbelrikan pelnjellasan kelpada 

masyarakat. Kami juga melmanfaatkan meldia sosial selbagai sarana 

pelnyampaian informasi telrkait aturan tata ruang, telrmasuk larangan 

pelnggunaan ruang publik tanpa izin”.Belntuk komunikasi yang kami 

lakukan tidak hanya selcara lisan, teltapi juga mellalui jalur administratif. 

Misalnya delngan pelmbelrian surat pelringatan selcara belrtahap, mulai dari 

SP 1, SP 2, hingga SP 3. Surat telrselbut melnjadi bukti relsmi bahwla 

kelgiatan usaha yang dilakukan sudah mellanggar keltelntuan, baik di lahan 

pribadi tanpa izin maupun di ruang publik. Namun, dalam pellaksanaannya 

masih telrdapat kelndala. Salah satu kelndala utama adalah masih ada 

masyarakat yang tidak melnelrima atau melnolak informasi yang kami 

sampaikan, telrutama saat pelnelrtiban di lapangan. Banyak pellaku usaha 

teltap belrtahan karelna alasan elkonomi, wlalaupun selbelnarnya melrelka 

sudah melngeltahui bahwla lokasi telrselbut bukan hak melrelka dan telrmasuk 

ruang publik yang tidak bolelh digunakan untuk usaha. Kel delpan, melnurut 

kami pelrlu adanya pelrbaikan dalam cara pelnyampaian informasi agar 

lelbih mudah dipahami masyarakat. Misalnya melnggunakan bahasa yang 

lelbih seldelrhana selrta didukung delngan meldia selpelrti postelr atau brosur 

yang bisa dibaca kelmbali. Sellain itu, sosialisasi juga pelrlu dilakukan lelbih 

rutin dan melrata agar masyarakat selmakin paham dan lelbih patuh 

telrhadap aturan pelnggunaan ruang publik. 

 

Sellanjutnya belrdasarkan wlawlancara yang dilakukan pada hari Selnin 9 

Marelt 2026 delngan  narasumbelr 3 Ibu ELva Manurung sellaku pellaku usaha pada 

ruang publik melnyatakan bahwla :  

“ Kalau soal komunikasi, saya melmang selring dapat informasi langsung 

dari Satpol PP. Melrelka biasanya datang kel lokasi dan kasih tahu kalau 

belrjualan di ruang publik itu selbelnarnya tidak dipelrbolelhkan. Sellain dari 

Satpol PP, kami juga pelrnah delngar dari pihak dinas, biasanya lelwlat 

sosialisasi atau informasi yang belreldar. Kalau komunikasi di lapangan, 

peltugas langsung melnelmui kami dan melnjellaskan delngan baik-baik, 

melrelka bilang kalau jualan di bahu jalan itu bisa melngganggu pelngguna 

jalan dan keltelrtiban. Untuk belntuk komunikasinya selndiri bukan cuma 

disampaikan selcara lisan, tapi kadang melrelka juga bagi sellelbaran atau 
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kelrtas pelmbelritahuan, jadi kami juga bisa baca selndiri. Selbelnarnya kalau 

soal pelnyampaiannya sih sudah jellas, kami juga paham maksudnya, tapi 

dari kami selbagai pellaku usaha kadang melmang susah untuk melngikuti 

karelna kami juga butuh cari makan dari situ. Jadi ya teltap saja ada yang 

masih belrjualan. Kalau melnurut saya, sellain melmbelri larangan, selbaiknya 

juga diseldiakan telmpat yang layak untuk belrjualan, supaya kami punya 

pilihan dan tidak telrus-telrusan dianggap mellanggar”. 

 

Sellanjutnya belrdasarkan wlawlancara yang dilakukan pada hari Sellasa 10 

Marelt 2026 delngan  narasumbelr 4  Ibu Budi Hartati sellaku masyarakat seltelmpat 

melnyatakan bahwla :  

“ Kalau soal komunikasi, saya selbelnarnya sudah pelrnah delngar informasi 

telntang larangan belrjualan di ruang publik. Biasanya informasi itu 

disampaikan lelwlat sosialisasi dari pihak kellurahan yang selring 

melngingatkan soal melnjaga keltelrtiban lingkungan. Sellain itu, Satpol PP 

juga selring turun langsung kel lapangan untuk melmbelrikan himbauan 

kelpada masyarakat. Kadang juga ada informasi yang belrkaitan dari Dinas 

Pelrumahan, Kawlasan Pelrmukiman, Cipta Karya dan Pelnataan Ruang 

Kota Meldan, telrutama yang belrkaitan delngan aturan pelnggunaan ruang. 

Kalau di lapangan, belntuk komunikasinya lelbih kel sosialisasi langsung, 

jadi peltugas datang dan melnjellaskan aturan-aturan telrselbut supaya 

masyarakat paham. Melnurut saya, selbelnarnya pelnyampaian aturan itu 

sudah cukup jellas, tapi melmang masih banyak masyarakat yang bellum 

mau melngikuti. Kalau dari tindakan peltugas, biasanya melrelka langsung 

turun kel lapangan dan melmbelrikan telguran kelpada pellaku usaha. Kadang 

juga dibelrikan surat pelringatan, bahkan ada juga yang ditawlarkan solusi 

rellokasi supaya tidak lagi belrjualan di telmpat yang dilarang. Tapi 

kelndalanya, masih banyak masyarakat yang teltap mellanggar, jadi 

pelnelrtiban yang dilakukan juga bellum bisa maksimal. Kalau saran dari 

saya, selbaiknya peltugas lelbih rutin turun kel lapangan dan sosialisasi juga 

lelbih selring dilakukan, supaya masyarakat selmakin sadar dan mau 

melmatuhi aturan, jadi kondisi di ruang publik bisa lelbih telrtib”. 

 

Delngan delmikian, dapat disimpulkan bahwla komunikasi dalam 

implelmelntasi Pelraturan Daelrah Nomor 10 Tahun 2021 telntang larangan aktivitas 

usaha di ruang publik di Kota Meldan selbelnarnya sudah dilakukan olelh 

pelmelrintah mellalui belrbagai cara, selpelrti himbauan langsung, sosialisasi, 

pelmbelrian surat pelringatan, selrta pelnyampaian informasi mellalui meldia. Baik 
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dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja maupun Dinas Pelrumahan, Kawlasan 

Pelrmukiman, Cipta Karya dan Pelnataan Ruang Kota Meldan tellah belrupaya 

melnyampaikan aturan kelpada masyarakat dan pellaku usaha. Namun, pellaksanaan 

komunikasi telrselbut di lapangan bellum selpelnuhnya belrjalan elfelktif. Hal ini 

telrlihat dari masih adanya pellaku usaha yang teltap belrjualan di ruang publik 

melskipun sudah melngeltahui larangan yang belrlaku. Kondisi ini dipelngaruhi olelh 

belbelrapa faktor, telrutama alasan elkonomi selrta relndahnya tingkat kelpatuhan 

masyarakat telrhadap aturan. 

Sellain itu, komunikasi yang dilakukan celndelrung masih belrsifat pelrsuasif dan 

bellum selpelnuhnya mampu melngubah pelrilaku masyarakat selcara konsisteln. Olelh 

karelna itu, tingkat pelmahaman masyarakat selbelnarnya sudah cukup baik, teltapi 

bellum diikuti delngan kelpatuhan dalam pellaksanaannya, selhingga kelbijakan yang 

ditelrapkan bellum dapat belrjalan selcara optimal. 

4.1.2 Adanya Ketersediaan Sumber Daya (SD) pada Ruang Publik 

Sumbelr daya melrupakan faktor pelnting dalam melndukung kelbelrhasilan 

implelmelntasi kelbijakan. Keltelrseldiaan sumbelr daya selpelrti telnaga kelrja, fasilitas, 

dan sarana pelndukung sangat melmpelngaruhi kellancaran pellaksanaan kelbijakan. 

Tanpa sumbelr daya yang melmadai, kelbijakan tidak dapat dijalankan selcara 

optimal. 

Belrdasarkan hasil wlawlancara yg dilaksanakan pada hari Rabu 25  

Felbruari 2026 delngan narasumbelr 1 bapak Chandra Halim sellaku Satuan Polisi 

Pamong Praja yang melnyatakan bahwla : 

“Kalau dari selgi jumlah pelgawlai, selbelnarnya masih bellum melncukupi. 

Delngan jumlah pelrsonell yang ada selkarang, selkitar 400 orang, itu masih 
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kurang untuk melngawlasi selluruh pellaku usaha di ruang publik, apalagi 

wlilayah yang diawlasi cukup luas. Dari selgi sumbelr daya, kelbelradaan 

peltugas dan armada itu sangat pelnting, karelna kami juga selring 

kelwlalahan di lapangan. Tidak selmua wlilayah bisa telrjangkau delngan 

maksimal karelna keltelrbatasan kelndaraan opelrasional, jadi dalam 

pelnindakan juga kadang telrkelndala. Dalam pellaksanaan di lapangan, kami 

lelbih melngutamakan pelndelkatan yang humanis, jadi tidak langsung 

belrtindak kelras. Biasanya diawlali delngan himbauan dan pelndelkatan 

selcara baik-baik dulu. Tapi kalau sudah diingatkan belbelrapa kali dan 

masih teltap mellanggar, baru kami lakukan tindakan selsuai aturan. Kalau 

kelndalanya, yang paling telrasa melmang kelkurangan pelrsonell. Untuk 

melnghadapi banyaknya pellaku usaha di lapangan, selharusnya dibutuhkan 

lelbih banyak peltugas. Kadang juga saat pelnelrtiban ada pihak-pihak yang 

melmprovokasi, selhingga bisa melmicu keltelgangan. Dalam kondisi selpelrti 

itu, kami juga butuh dukungan kelamanan, misalnya dari kelpolisian. Jadi 

melnurut kami, jumlah peltugas melmang pelrlu ditambah supaya pelnelrtiban 

bisa belrjalan lelbih maksimal. Kalau untuk saran, melnurut kami ruang 

publik dan lokasi untuk pellaku usaha pelrlu ditata lagi delngan lelbih baik, 

telrutama diseldiakan telmpat yang stratelgis. Sellama ini banyak pellaku 

usaha yang tidak mau direllokasi karelna melrasa telmpat yang baru kurang 

ramai. Kami selbagai peltugas selbelnarnya tidak melnyalahkan melrelka, 

karelna melrelka juga melncari nafkah. Jadi sellain pelnelrtiban, pelmelrintah 

juga pelrlu melmpelrbaiki dan melnyeldiakan telmpat usaha yang lelbih layak 

agar pellaku usaha mau belrpindah delngan selndirinya”. 

 

Sellanjutnya belrdasarkan wlawlancara yang dilakukan pada hari Jumat 6 

Marelt 2026 delngan  narasumbelr 2 Ibu Prisilia Pohan S.T,M.T sellaku Katim 

Pelrelncanaan Tata Ruang di Dinas Pelrumahan, Kawlasan Pelrmukiman,Cipta 

Karya dan Tata Ruang yang melnyatakan bahwla :  

“Kalau dari selgi jumlah pelgawlai, selbelnarnya masih bellum melncukupi, 

karelna wlilayah pelngawlasan cukup luas. Kami dari Dinas Pelrumahan, 

Kawlasan Pelrmukiman, Cipta Karya dan Pelnataan Ruang Kota Meldan, 

khususnya di bidang tata ruang, tidak hanya melngawlasi bangunan di lahan 

pribadi, tapi juga pelnggunaan ruang publik untuk kelgiatan usaha, jadi 

melmang butuh lelbih banyak telnaga. Dari selgi sumbelr daya, itu sangat 

belrpelngaruh dalam pelngawlasan. Delngan adanya pelgawlai, kelndaraan 

dinas, dan alat ukur, pelkelrjaan di lapangan jadi lelbih telrbantu, mulai dari 

melngelcelk kondisi bangunan sampai melmastikan apakah suatu usaha 

sudah melmiliki izin atau bellum. Dalam pellaksanaannya, kami turun 

langsung kel lapangan untuk mellakukan monitoring, selpelrti mellihat 

kondisi bangunan, mellakukan pelngukuran, selrta melngelcelk kellelngkapan 

izin. Kalau ditelmukan bangunan atau usaha yang tidak melmiliki izin, baik 
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di lahan pribadi maupun di ruang publik, biasanya kami belrikan surat 

pelringatan selsuai proseldur yang belrlaku. Kalau kelndala, yang paling 

utama melmang keltelrbatasan jumlah pelgawlai dibandingkan luas wlilayah 

yang harus diawlasi. Sellain itu, kadang juga telrkelndala dari masyarakat 

yang kurang belkelrja sama, telrutama kalau ada pellanggaran di ruang 

publik tapi tidak dilaporkan atau bahkan tidak mau melnelrima aturan. 

Kalau untuk saran, melnurut kami pelrlu ada pelnambahan jumlah pelgawlai 

agar pelngawlasan bisa lelbih maksimal. Sellain itu, kelrja sama antara 

pelmelrintah dan masyarakat juga harus ditingkatkan. Masyarakat 

diharapkan lelbih aktif, misalnya delngan mellaporkan kalau ada 

pellanggaran di lingkungan selkitar, baik di pelrumahan maupun di ruang 

publik, supaya pelnanganannya bisa lelbih celpat dan telpat”. 

 

Dapat disimpulkan bahwla keltelrbatasan sumbelr daya, baik dari selgi 

jumlah pelrsonell maupun sarana pelndukung selpelrti armada opelrasional, melnjadi 

salah satu kelndala utama dalam pellaksanaan pelngawlasan dan pelnelrtiban aktivitas 

usaha di ruang publik di Kota Meldan. Jumlah peltugas yang ada saat ini bellum 

selbanding delngan luas wlilayah pelngawlasan selrta banyaknya pellaku usaha yang 

harus ditelrtibkan, selhingga pelngawlasan bellum dapat dilakukan selcara maksimal 

dan melrata. Sellain itu, keltelrbatasan fasilitas pelndukung juga turut melmpelngaruhi 

elfelktivitas kelrja di lapangan. Melskipun peltugas dari Satuan Polisi Pamong Praja 

dan Dinas Pelrumahan, Kawlasan Pelrmukiman, Cipta Karya dan Pelnataan Ruang 

Kota Meldan tellah belrupaya melnjalankan tugas delngan pelndelkatan yang humanis 

dan selsuai proseldur, namun dalam pellaksanaannya masih selring melngalami 

kelndala, selpelrti kurangnya pelrsonell, keltelrbatasan jangkauan wlilayah, selrta 

adanya pelnolakan dari masyarakat. Kondisi ini melnunjukkan bahwla keltelrbatasan 

sumbelr daya tidak hanya belrdampak pada prosels pelngawlasan, teltapi juga 

melmpelngaruhi kelbelrhasilan implelmelntasi kelbijakan selcara kelselluruhan. Olelh 

karelna itu, dipelrlukan pelnambahan jumlah pelrsonell, pelningkatan sarana 
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pelndukung, selrta kelrja sama yang lelbih baik antara pelmelrintah dan masyarakat 

agar pelnelrtiban aktivitas usaha di ruang publik dapat belrjalan lelbih elfelktif. 

4.1.3 Adanya Disposisi (Sikap Pelaksana) pada Ruang Publik  

Disposisi atau sikap pellaksana melrupakan faktor yang melmpelngaruhi 

kelbelrhasilan implelmelntasi kelbijakan. Sikap selpelrti komitmeln, keljujuran, dan 

konsistelnsi dari pellaksana sangat melnelntukan bagaimana kelbijakan dijalankan di 

lapangan. Sikap yang baik akan melndorong pellaksanaan kelbijakan melnjadi lelbih 

elfelktif. 

Belrdasarkan hasil wlawlancara yg dilaksanakan pada hari Rabu 25  

Felbruari 2026 delngan narasumbelr 1 bapak Chandra Halim sellaku Satuan Polisi 

Pamong Praja yang melnyatakan bahwla : 

“Kalau soal kelbijakan pelnggunaan ruang publik, selbelnarnya bellum 

selpelnuhnya belrjalan maksimal, karelna masih ada pellaku usaha yang teltap 

mellanggar aturan. Tapi delngan jumlah pelrsonell yang ada, kami teltap 

belrusaha mellakukan pelnelrtiban selmaksimal mungkin. Dari sisi 

pellaksanaan, kami selbagai peltugas sudah belrupaya melnjalankan tugas 

selsuai delngan keltelntuan yang belrlaku, telrutama dalam hal pelngawlasan 

dan pelnindakan di lapangan. Untuk tindakan yang dilakukan, kami punya 

tahapan. Biasanya diawlali delngan telguran selcara lisan, kalau masih tidak 

diindahkan dilanjutkan delngan surat pelringatan telrtulis. Kalau sudah 

belbelrapa kali dibelrikan pelringatan dan teltap mellanggar, baru dilakukan 

tindakan selpelrti pelnyitaan. Tapi dalam pellaksanaannya kami teltap 

belrsikap humanis, dan pellaku usaha masih bisa melngambil kelmbali 

barangnya delngan melmbuat pelrjanjian tidak melngulangi pellanggaran. 

Kalau kelndala yang dihadapi, umumnya masih sama, yaitu relndahnya 

kelsadaran masyarakat. Banyak pellaku usaha yang teltap mellanggar 

melskipun sudah dibelrikan telguran belrkali-kali, selhingga pelnelrtiban di 

lapangan jadi tidak mudah. Sellain itu, keltelrbatasan pelrsonell juga 

melmbuat pelngawlasan bellum bisa maksimal di selmua wlilayah. Kalau 

untuk saran, melnurut kami yang paling pelnting adalah pelnyeldiaan telmpat 

rellokasi yang nyaman dan stratelgis bagi pellaku usaha, supaya melrelka 

mau belrpindah. Sellain itu, kami juga melnghimbau masyarakat agar lelbih 

melmahami tugas dan kelwlajiban masing-masing. Kami selbagai peltugas 

melnjalankan tugas pelnelrtiban, dan masyarakat juga diharapkan bisa 

melnjalankan kelwlajibannya delngan melmatuhi aturan yang ada”. 
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Sellanjutnya belrdasarkan wlawlancara yang dilakukan pada hari Jumat 6 

Marelt 2026 delngan  narasumbelr 2 Ibu Prisilia Pohan S.T,M.T sellaku Katim 

Pelrelncanaan Tata Ruang di Dinas Pelrumahan, Kawlasan Pelrmukiman,Cipta 

Karya dan Tata Ruang yang melnyatakan bahwla :  

“Kalau soal kelbijakan pelnggunaan ruang publik, selbelnarnya sudah jellas 

bahwla ruang publik itu tidak bolelh digunakan untuk kelpelntingan pribadi 

atau usaha tanpa izin. Selmua kelgiatan harus melngikuti aturan tata ruang, 

telrmasuk larangan belrjualan di trotoar atau badan jalan karelna itu 

melmang dipelruntukkan untuk kelpelntingan umum. Dari sisi pellaksanaan, 

kami selbagai pelgawlai sudah belrusaha melnjalankan tugas selsuai delngan 

SOP yang ada, telrutama dalam mellakukan pelngawlasan telrhadap 

bangunan dan aktivitas usaha, baik yang belrada di lahan pribadi maupun 

di ruang publik. Untuk tindakan yang dilakukan, biasanya kami 

mellakukan pelngawlasan telrlelbih dahulu, kelmudian jika ditelmukan 

pellanggaran akan dibelrikan surat pelringatan selcara belrtahap mulai dari 

SP 1, SP 2, sampai SP 3. Kalau masih teltap mellanggar, maka akan kami 

limpahkan kel Satpol PP untuk dilakukan pelnindakan lelbih lanjut selpelrti 

pelmbongkaran. Kalau kelndala yang dihadapi, yang paling selring itu 

pelnolakan dari masyarakat, khususnya pellaku usaha di ruang publik. 

Melrelka biasanya belralasan untuk melncari nafkah, jadi sulit melnelrima 

pelnelrtiban melskipun selbelnarnya sudah tahu kalau itu mellanggar aturan. 

Kalau untuk saran, melnurut kami pelrlu ada solusi yang lelbih telpat selpelrti 

pelnyeldiaan telmpat rellokasi bagi pellaku usaha. Jadi melrelka teltap bisa 

belrjualan tanpa mellanggar aturan, selmelntara fungsi ruang publik juga 

teltap telrjaga selsuai pelruntukannya”. 

 

Sellanjutnya belrdasarkan wlawlancara yang dilakukan pada hari Selnin 9 

Marelt 2026 delngan  narasumbelr 3 Ibu ELva Manurung sellaku pellaku usaha pada 

ruang publik melnyatakan bahwla :  

“Kalau dari yang saya lihat, tindakan peltugas biasanya langsung turun kel 

lapangan dan melmbelri telguran selcara langsung. Melrelka juga kadang 

melmbagikan sellelbaran atau kelrtas pelmbelritahuan, sambil melnjellaskan 

bahwla belrjualan di ruang publik, telrutama di bahu jalan, itu tidak 

dipelrbolelhkan. Tapi kelndalanya, ya masih banyak pellaku usaha yang 

teltap belrjualan wlalaupun sudah ditelgur, mungkin karelna melmang 

kelbutuhan elkonomi juga, jadi susah untuk langsung belrhelnti. Kalau 

melnurut saya, selbaiknya pelmelrintah melnyeldiakan telmpat rellokasi yang 

layak untuk belrjualan. Sellain itu, jangan telrlalu mahal juga biaya 

selwlanya, karelna kami selbagai pellaku usaha kelcil pasti kelbelratan kalau 
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biayanya tinggi. Jadi kalau telmpatnya bagus dan telrjangkau, mungkin 

kami juga lelbih mau pindah dan melngikuti aturan yang ada”. 

 

Sellanjutnya belrdasarkan wlawlancara yang dilakukan pada hari Sellasa 10 

Marelt 2026 delngan  narasumbelr 4  Ibu Budi Hartati sellaku masyarakat seltelmpat 

melnyatakan bahwla :  

“Kalau yang saya lihat, biasanya peltugas datang langsung kel lapangan dan 

melmbelrikan telguran kelpada pellaku usaha. Kadang juga melrelka 

melmbelrikan surat pelringatan, bahkan ada juga yang melnawlarkan solusi 

rellokasi supaya tidak lagi belrjualan di telmpat yang dilarang. Tapi 

kelndalanya, melnurut saya masih banyak masyarakat yang teltap mellanggar 

aturan, jadi pelnelrtiban yang dilakukan juga bellum bisa maksimal. Kalau 

untuk saran, selbaiknya peltugas lelbih rutin turun kel lapangan supaya 

kondisi di ruang publik bisa lelbih telrtib. Delngan adanya pelngawlasan yang 

lelbih selring, mungkin masyarakat juga jadi lelbih sadar dan mau melngikuti 

aturan yang ada”. 

 

Delngan delmikian, dapat disimpulkan bahwla aparat pellaksana kelbijakan 

tellah melnunjukkan sikap yang telgas namun teltap humanis dalam melnelrtibkan 

aktivitas usaha di ruang publik di Kota Meldan. Hal ini telrlihat dari tahapan 

tindakan yang dilakukan selcara belrtahap, mulai dari telguran lisan, pelmbelrian 

surat pelringatan, hingga pelnindakan selpelrti pelnyitaan atau pelmbongkaran, yang 

teltap dilakukan delngan pelndelkatan pelrsuasif dan tidak arogan. Melskipun 

delmikian, pellaksanaan di lapangan bellum selpelnuhnya belrjalan konsisteln dan 

optimal. Hal ini diselbabkan olelh masih relndahnya tingkat kelsadaran dan 

kelpatuhan masyarakat, khususnya pellaku usaha, selrta keltelrbatasan jumlah 

pelrsonell dalam mellakukan pelngawlasan selcara melnyelluruh. Sellain itu, faktor 

elkonomi juga melnjadi alasan utama pellaku usaha teltap belrtahan melskipun tellah 

melngeltahui adanya larangan. Kondisi ini melnunjukkan bahwla melskipun aparat 

dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pelrumahan, Kawlasan Pelrmukiman, 
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Cipta Karya dan Pelnataan Ruang Kota Meldan tellah belrupaya melnjalankan 

kelbijakan selsuai proseldur, namun kelbelrhasilan implelmelntasi masih sangat 

dipelngaruhi olelh relspons dan kelsadaran masyarakat, selhingga pelndelkatan 

pelrsuasif teltap melnjadi langkah utama dalam pellaksanaan pelnelrtiban di ruang 

publik. 

4.1.4 Adanya Struktur Birokrasi Dallam Implementasi Kebijakan pada 

Ruang Publik 

Struktur organisasi melrupakan faktor yang melndukung kellancaran 

implelmelntasi kelbijakan. Struktur organisasi yang jellas akan melmudahkan 

pelmbagian tugas, wlelwlelnang, dan tanggung jawlab dalam pellaksanaan kelbijakan. 

Delngan adanya struktur yang telrorganisir, pellaksanaan kelbijakan dapat belrjalan 

lelbih telrarah dan selsuai delngan tujuan yang tellah diteltapkan. 

Belrdasarkan hasil wlawlancara yg dilaksanakan pada hari Rabu 25  

Felbruari 2026 delngan narasumbelr 1 bapak Chandra Halim sellaku Satuan Polisi 

Pamong Praja yang melnyatakan bahwla : 

“Kalau soal siapa yang belrtanggung jawlab dalam pelngellolaan ruang 

publik, selbelnarnya selmua masyarakat juga punya pelran untuk melnjaga 

keltelrtiban. Tapi dari sisi pelmelrintah, yang telrlibat itu selpelrti lurah, camat, 

selrta Dinas Pelrumahan, Kawlasan Pelrmukiman, Cipta Karya dan Pelnataan 

Ruang Kota Meldan, telrutama di bidang tata ruang, yang ikut belrpelran 

belrsama kami dalam pelngawlasan dan pelnelrtiban. Untuk pelmbagian tugas 

selndiri selbelnarnya sudah jellas, karelna masing-masing instansi sudah 

punya tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Kalau kelrja sama antar 

instansi, seljauh ini belrjalan, tapi melmang bellum selpelnuhnya lancar. 

Kelndalanya lelbih kel masih adanya pellaku usaha yang tidak mau 

direllokasi dan kurang pelduli delngan kelpelntingan umum. Padahal selmua 

aturan yang dijalankan sudah ada dasar hukumnya selsuai pelrda, jadi 

bukan dilakukan selmbarangan. Kalau kelndala dari sisi struktur organisasi 

antar dinas, selbelnarnya ada, misalnya telrkait prosels pelnelntuan lokasi 

rellokasi atau pelrizinan yang harus dilalui. Tapi itu tidak sampai 

melnghambat, karelna kami teltap mellakukan surveli langsung kel lapangan 
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untuk mellihat kondisi yang ada. untuk saran, melnurut kami pelrlu lelbih 

banyak dilakukan sosialisasi kelpada pellaku usaha dan masyarakat, 

telrutama telrkait pelmahaman telntang pelraturan daelrah yang belrlaku. 

Delngan belgitu, diharapkan masyarakat bisa lelbih paham dan kelrja sama 

dalam pelngellolaan ruang publik juga bisa belrjalan lelbih baik”. 

 

Sellanjutnya belrdasarkan wlawlancara yang dilakukan pada hari Jumat 6 

Marelt 2026 delngan  narasumbelr 2 Ibu Prisilia Pohan S.T,M.T sellaku Katim 

Pelrelncanaan Tata Ruang di Dinas Pelrumahan, Kawlasan Pelrmukiman,Cipta 

Karya dan Tata Ruang yang melnyatakan bahwla :  

“Kalau untuk pelngellolaan ruang publik, dari pihak kami melmang 

mellibatkan belbelrapa instansi. Untuk Dinas Pelrumahan, Kawlasan 

Pelrmukiman, Cipta Karya dan Pelnataan Ruang Kota Meldan selndiri, kami 

belrtanggung jawlab dalam pelngaturan dan pelngawlasan tata ruang, 

telrmasuk pelrizinan usaha dan bangunan. Tapi tidak hanya di lahan milik 

pribadi saja, kami juga ikut melngawlasi pelnggunaan ruang publik supaya 

selsuai delngan pelruntukannya dan tidak disalahgunakan untuk kelgiatan 

usaha tanpa izin. Selmelntara itu, Satuan Polisi Pamong Praja lelbih 

belrpelran dalam pelnindakan langsung di lapangan, khususnya telrhadap 

pellanggaran di ruang publik. Untuk kelcamatan dan kellurahan, biasanya 

lelbih kel melmbelrikan himbauan dan sosialisasi kelpada masyarakat. Kalau 

pelmbagian tugas selbelnarnya sudah jellas, karelna masing-masing instansi 

sudah punya tugas dan fungsi masing-masing. Dari dinas fokus kel 

pelngawlasan dan pelrizinan, telrmasuk yang belrkaitan delngan ruang publik, 

seldangkan Satpol PP mellakukan pelnelrtiban di lapangan. Jadi selcara 

aturan, sudah ada pelmbagian yang jellas. Untuk kelrja sama antar instansi 

juga seljauh ini belrjalan cukup baik dan saling melndukung. Kami biasanya 

belrkoordinasi delngan Satpol PP dalam melnangani pellanggaran, telrmasuk 

usaha-usaha yang belrada di ruang publik tanpa izin. Jadi tidak jalan 

selndiri-selndiri. Kalau kelndala dari sisi struktur organisasi selbelnarnya 

tidak ada yang telrlalu belsar, karelna komunikasi antar instansi sudah 

belrjalan delngan baik. Hanya saja, dalam pellaksanaannya teltap butuh 

dukungan dari masyarakat, karelna kalau masyarakat tidak patuh, 

kelbijakan juga sulit belrjalan maksimal. Kel delpan, melnurut kami pelrlu 

telrus ditingkatkan koordinasi antar instansi, selkaligus mellibatkan 

masyarakat juga dalam pelngawlasan. Sellain itu, pelmahaman masyarakat 

telntang aturan ruang publik juga harus telrus ditingkatkan, supaya 

pelngellolaan ruang publik bisa belrjalan lelbih telrtib dan selsuai delngan 

aturan yang belrlaku”. 
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WLawlancara ini melnunjukkan bahwla struktur birokrasi dan koordinasi 

antar instansi dalam pelngellolaan selrta pelnelrtiban aktivitas usaha di ruang publik 

di Kota Meldan pada dasarnya sudah belrjalan delngan cukup baik mellalui 

pelmbagian tugas yang jellas antara Dinas Pelrumahan, Kawlasan Pelrmukiman, 

Cipta Karya dan Pelnataan Ruang Kota Meldan, Satuan Polisi Pamong Praja, selrta 

pihak kelcamatan dan kellurahan. Namun, dalam pellaksanaannya masih ditelmukan 

kelndala, telrutama telrkait relndahnya kelpatuhan masyarakat dan pellaku usaha 

yang tidak belrseldia direllokasi, selrta prosels administratif selpelrti pelnelntuan lokasi 

rellokasi yang melmelrlukan tahapan pelrizinan. Sellain itu, melskipun koordinasi 

antar instansi sudah telrjalin, kelbelrhasilan kelbijakan bellum selpelnuhnya optimal 

karelna bellum diikuti delngan dukungan dan partisipasi masyarakat selcara 

melnyelluruh. Hal ini melnunjukkan bahwla melskipun struktur birokrasi dan 

melkanismel kelrja sama antar instansi sudah cukup jellas dan belrjalan, elfelktivitas 

pellaksanaan kelbijakan di ruang publik masih dipelngaruhi olelh faktor elkstelrnal, 

telrutama kelsadaran masyarakat, selhingga dipelrlukan pelningkatan sosialisasi dan 

kolaborasi agar pelngellolaan ruang publik dapat belrjalan lelbih maksimal. 

 

4.2 Pembahasan 

 Belrdasarkan hasil pelnellitian yang dilakukan pelnulis, implelmelntasi 

Pelraturan Daelrah Nomor 10 Tahun 2021 telntang larangan aktivitas usaha pada 

ruang publik di Kota Meldan melnunjukkan adanya upaya yang dilakukan olelh 

pelmelrintah daelrah dalam melwlujudkan keltelrtiban selrta pelmanfaatan ruang publik 

selsuai delngan pelruntukannya. Kelbijakan ini dijalankan mellalui kelgiatan 

sosialisasi, pelngawlasan, dan pelnindakan yang mellibatkan instansi telrkait selpelrti 
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Satuan Polisi Pamong Praja selrta Dinas Pelrumahan, Kawlasan Pelrmukiman, Cipta 

Karya dan Pelnataan Ruang Kota Meldan. Upaya telrselbut melrupakan belntuk 

tanggung jawlab pelmelrintah dalam melnjaga fungsi ruang publik agar teltap 

digunakan untuk kelpelntingan belrsama. 

Dalam melnganalisis implelmelntasi kelbijakan telrselbut, pelnellitian ini 

melnggunakan telori ELdwlard yang melnelkankan elmpat faktor pelnting, yaitu 

komunikasi, sumbelr daya, disposisi, dan struktur birokrasi. 

1. Adanya Peran Komunikasi pada Ruang Publik 

Melnurut ELdwlard dalam Delwli (2022) komunikasi melrupakan 

prosels pelnyampaian informasi kelbijakan kelpada pellaksana dan kellompok 

sasaran agar tujuan kelbijakan dapat dipahami dan dilaksanakan delngan 

baik. Komunikasi yang elfelktif tidak hanya melnelkankan pada 

pelnyampaian informasi, teltapi juga keljellasan pelsan, konsistelnsi, selrta 

kelmampuan pelnelrima dalam melmahami isi kelbijakan telrselbut. 

Belrdasarkan hasil pelnellitian, komunikasi dalam implelmelntasi 

Pelraturan Daelrah Kota Meldan Nomor 10 Tahun 2021 tellah dilakukan 

mellalui belrbagai belntuk, selpelrti sosialisasi langsung kelpada masyarakat, 

himbauan di lapangan olelh peltugas, pelmbelrian surat pelringatan selcara 

belrtahap (SP1–SP3), selrta pelmanfaatan meldia sosial selbagai sarana 

pelnyampaian informasi. Aparat dari Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Dinas telrkait juga selcara aktif turun langsung kel lapangan untuk 

melmbelrikan pelmahaman kelpada pellaku usaha melngelnai larangan 

pelnggunaan ruang publik. 
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Namun delmikian, jika dilihat lelbih dalam, komunikasi yang 

dilakukan telrselbut bellum selpelnuhnya elfelktif dalam melncapai tujuan 

kelbijakan. Hal ini telrlihat dari masih banyaknya pellaku usaha yang teltap 

mellakukan aktivitas di ruang publik melskipun tellah melnelrima informasi 

dan melmahami adanya larangan telrselbut. Kondisi ini melnunjukkan 

bahwla komunikasi yang dilakukan masih belrada pada tahap pelnyampaian 

informasi (informativel), teltapi bellum sampai pada tahap pelrubahan 

pelrilaku (belhavioral changel). Seljalan delngan itu, Kiat dkk (2025) 

melnjellaskan bahwla komunikasi dalam implelmelntasi kelbijakan tidak 

hanya belrfungsi melnyampaikan informasi, teltapi juga harus mampu 

melndorong masyarakat untuk melmelahami dan melnjalankan kelbijakan 

telrselbut selcara nyata. 

Sellain itu, faktor elkonomi melnjadi salah satu pelnyelbab utama 

yang melmpelngaruhi relndahnya tingkat kelpatuhan masyarakat. Pellaku 

usaha celndelrung teltap belrtahan di ruang publik karelna alasan kelbutuhan 

elkonomi, melskipun melrelka tellah melmahami aturan yang belrlaku. Hal ini 

melnunjukkan bahwla elfelktivitas komunikasi kelbijakan tidak hanya 

ditelntukan olelh cara pelnyampaian, teltapi juga dipelngaruhi olelh kondisi 

sosial dan elkonomi masyarakat selbagai kellompok sasaran. 

Di sisi lain, komunikasi yang dilakukan olelh pelmelrintah 

celndelrung belrsifat pelrsuasif dan bellum diselrtai delngan pelndelkatan yang 

lelbih stratelgis, selpelrti pelnggunaan meldia komunikasi yang lelbih variatif 

atau pelnyampaian informasi yang lelbih seldelrhana dan mudah dipahami. 
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Akibatnya, melskipun tingkat pelmahaman masyarakat sudah cukup baik, 

hal telrselbut bellum diikuti delngan tingkat kelpatuhan yang tinggi. 

Delngan delmikian, dapat disimpulkan bahwla komunikasi dalam 

implelmelntasi kelbijakan ini tellah belrjalan, namun bellum optimal karelna 

bellum mampu melndorong pelrubahan pelrilaku masyarakat selcara 

konsisteln, selhingga tujuan kelbijakan bellum selpelnuhnya telrcapai. 

2. Adanya Ketersediaan Sumber Daya (SD) pada Ruang Publik 

Melnurut ELdwlard dalam Delwli (2022) sumbelr daya melrupakan 

faktor pelnting dalam implelmelntasi kelbijakan yang melliputi sumbelr daya 

manusia, fasilitas, dan sarana pelndukung lainnya. Keltelrseldiaan sumbelr 

daya yang melmadai sangat melnelntukan kelbelrhasilan pellaksanaan 

kelbijakan di lapangan. 

Belrdasarkan hasil pelnellitian, sumbelr daya dalam implelmelntasi 

kelbijakan ini masih bellum melncukupi. Jumlah pelrsonell yang ada bellum 

selbanding delngan luas wlilayah pelngawlasan di Kota Meldan, selhingga 

pelngawlasan tidak dapat dilakukan selcara maksimal di selluruh wlilayah. 

Sellain itu, keltelrbatasan sarana pelndukung selpelrti kelndaraan opelrasional 

juga melnjadi kelndala dalam melnjangkau lokasi-lokasi telrtelntu. 

Kondisi ini belrdampak pada tidak melratanya pelngawlasan telrhadap 

aktivitas usaha di ruang publik. Belbelrapa pellanggaran masih telrjadi 

karelna keltelrbatasan jangkauan pelngawlasan, selhingga pelnelrtiban tidak 

dapat dilakukan selcara konsisteln. Sellain itu, keltelrbatasan sumbelr daya 

juga melmpelngaruhi kelcelpatan dan elfelktivitas dalam pelnanganan 
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pellanggaran di lapangan. Seljalan delngan itu, Patriani dan WLuysang 

(2024) melnyatakan bahwla keltelrbatasan sumbelr daya, baik dari selgi 

pelrsonell maupun sarana dapat melnyelbabkan implelmelntasi kelbijakan 

tidak belrjalan selcara maksimal. 

Di sisi lain, melskipun peltugas tellah belrupaya melnjalankan tugas 

delngan pelndelkatan yang humanis, keltelrbatasan sumbelr daya teltap 

melnjadi hambatan utama dalam pellaksanaan kelbijakan. Hal ini 

melnunjukkan bahwla kelbelrhasilan implelmelntasi kelbijakan tidak hanya 

belrgantung pada komitmeln pellaksana, teltapi juga pada keltelrseldiaan 

sumbelr daya yang melndukung. 

Delngan delmikian, dapat disimpulkan bahwla keltelrbatasan sumbelr 

daya melnjadi faktor utama yang melnyelbabkan implelmelntasi kelbijakan 

bellum belrjalan optimal, selhingga dipelrlukan pelnambahan pelrsonell dan 

sarana pelndukung agar pelngawlasan dapat dilakukan selcara lelbih elfelktif. 

3. Adanya Disposisi (Sikap Pelaksana) pada Ruang Publik 

Melnurut ELdwlard dalam Delwli (2022) disposisi belrkaitan delngan 

sikap, komitmeln, dan konsistelnsi pellaksana dalam melnjalankan 

kelbijakan. Sikap pellaksana yang baik akan sangat belrpelngaruh telrhadap 

kelbelrhasilan implelmelntasi kelbijakan. 

Belrdasarkan hasil pelnellitian, aparat pellaksana kelbijakan tellah 

melnunjukkan sikap yang telgas namun teltap humanis dalam mellakukan 

pelnelrtiban aktivitas usaha di ruang publik. Hal ini telrlihat dari tahapan 

pelnindakan yang dilakukan selcara belrtahap, mulai dari telguran lisan, 
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pelmbelrian surat pelringatan, hingga tindakan pelnelrtiban selpelrti pelnyitaan 

atau pelmbongkaran. 

Pelndelkatan yang digunakan juga celndelrung pelrsuasif, di mana 

peltugas lelbih melngutamakan cara yang baik dalam melmbelrikan 

pelmahaman kelpada pellaku usaha selbellum mellakukan tindakan telgas. Hal 

ini melnunjukkan adanya komitmeln pellaksana dalam melnjalankan 

kelbijakan selsuai delngan proseldur yang belrlaku. Seljalan delngan itu, 

Seltyawlan dan Srihardjono (2016) melnyatakan bahwla sikap dan komitmeln 

pellaksana sangat belrpelngaruh telrhadap kelbelrhasilan implelmelntasi 

kelbijakan, telrutama dalam melnjalankan tugas selcara konsisteln dan 

belrtanggung jawlab. 

Namun delmikian, dalam pellaksanaannya masih telrdapat kelndala yang 

melnyelbabkan kelbijakan bellum belrjalan optimal. Relndahnya kelsadaran 

dan kelpatuhan masyarakat melnjadi salah satu faktor utama yang 

melnghambat pellaksanaan kelbijakan. Sellain itu, faktor elkonomi juga 

melnjadi alasan pellaku usaha teltap mellanggar aturan melskipun tellah 

dibelrikan pelringatan. 

Kondisi ini melnunjukkan bahwla melskipun sikap pellaksana sudah 

cukup baik, kelbelrhasilan implelmelntasi kelbijakan masih sangat 

dipelngaruhi olelh faktor elkstelrnal, telrutama dari masyarakat selbagai 

kellompok sasaran. 

Delngan delmikian, disposisi pellaksana dalam implelmelntasi kelbijakan 

ini sudah baik, namun bellum selpelnuhnya mampu melnghasilkan 



53 

 

 

 

pellaksanaan kelbijakan yang optimal karelna adanya kelndala dari 

masyarakat. 

4. Adanya Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan pada 

Ruang Publik 

Melnurut ELdwlard dalam Delwli (2022) struktur birokrasi belrkaitan delngan 

pelmbagian tugas, wlelwlelnang, selrta koordinasi antar instansi dalam 

pellaksanaan kelbijakan. Struktur yang jellas akan melmpelrmudah pellaksanaan 

kelbijakan dan melningkatkan elfelktivitas kelrja. 

Belrdasarkan hasil pelnellitian, struktur birokrasi dalam implelmelntasi 

kelbijakan ini sudah cukup jellas. Masing-masing instansi melmiliki tugas dan 

fungsi yang belrbelda, selpelrti Dinas telrkait yang belrpelran dalam pelngawlasan 

dan pelrizinan, selrta Satuan Polisi Pamong Praja yang belrtugas mellakukan 

pelnelrtiban di lapangan. Sellain itu, kelcamatan dan kellurahan juga belrpelran 

dalam mellakukan sosialisasi kelpada masyarakat. 

Melskipun delmikian, dalam pellaksanaannya masih telrdapat belbelrapa 

kelndala, telrutama dalam hal koordinasi dan pellaksanaan di lapangan. Salah 

satu kelndala yang dihadapi adalah masih adanya pellaku usaha yang tidak 

belrseldia direllokasi, selrta prosels administratif yang melmbutuhkan wlaktu 

dalam pelnelntuan lokasi rellokasi. Seljalan delngan itu, Seltiawlan dkk (2022) 

melnyatakan bahwla struktur birokrasi dalam implelmelntasi kelbijakan 

belrkaitan elrat delngan pelmbagian tugas, wlelwlelnang, selrta koordinasi antar 

instansi, selhingga struktur yang jellas akan melmpelrmudah pellaksanaan 

kelbijakan dan melningkatkan elfelktivitas kelrja. 
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Sellain itu, kelbelrhasilan kelbijakan juga bellum selpelnuhnya optimal 

karelna kurangnya partisipasi masyarakat dalam melndukung pellaksanaan 

kelbijakan. Hal ini melnunjukkan bahwla melskipun struktur birokrasi sudah 

belrjalan delngan baik, faktor elkstelrnal selpelrti kelsadaran masyarakat masih 

melnjadi kelndala utama. 

Delngan delmikian, pelmbahasan ini melnunjukkan bahwla implelmelntasi 

Pelraturan Daelrah Kota Meldan Nomor 10 Tahun 2021 telntang larangan aktivitas 

usaha pada ruang publik tellah dilaksanakan olelh pelmelrintah mellalui belrbagai 

upaya, selpelrti sosialisasi, pelngawlasan, dan pelnelrtiban. Namun, belrdasarkan 

elmpat aspelk dalam telori ELdwlard, pellaksanaannya masih bellum selpelnuhnya 

optimal. Hal ini telrlihat dari komunikasi yang bellum mampu melndorong 

pelrubahan pelrilaku masyarakat selcara konsisteln, keltelrbatasan sumbelr daya yang 

melmpelngaruhi elfelktivitas pelngawlasan, disposisi pellaksana yang sudah baik 

namun masih melnghadapi kelndala dari faktor elkstelrnal, selrta struktur birokrasi 

yang tellah belrjalan delngan jellas teltapi bellum didukung olelh koordinasi dan 

partisipasi masyarakat selcara maksimal, selhingga tujuan kelbijakan bellum 

selpelnuhnya telrcapai. 

 

 

 

 



55 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Belrdasarkan hasil pelnellitian dan pelmbahasan melngelnai implelmelntasi 

Pelraturan Daelrah Nomor 10 Tahun 2021 telntang larangan aktivitas usaha pada 

ruang publik di Kota Meldan, maka dapat ditarik simpulan selbagai belrikut: 

a) Komunikasi  

Komunikasi dalam pellaksanaan kelbijakan tellah dilakukan mellalui 

belrbagai cara, selpelrti sosialisasi, himbauan langsung di lapangan, 

pellayanan di kantor dinas, selrta pelmanfaatan meldia sosial. Sellain itu, 

komunikasi juga dilakukan mellalui telguran lisan dan pelmbelrian surat 

pelringatan selcara belrtahap. Melskipun informasi telrkait larangan aktivitas 

usaha di ruang publik tellah disampaikan kelpada masyarakat, namun 

tingkat pelmahaman dan kelpatuhan bellum selpelnuhnya melrata. Hal ini 

telrlihat dari masih adanya pellaku usaha yang teltap belrjualan di ruang 

publik. Delngan delmikian, komunikasi yang dilakukan sudah belrjalan, 

teltapi bellum selpelnuhnya elfelktif dalam melndorong pelrubahan pelrilaku 

masyarakat. 

b) Sumbelr daya  

Sumbelr daya dalam pellaksanaan kelbijakan masih telrgolong 

telrbatas, telrutama dari selgi jumlah pelrsonell dan sarana pelndukung di 

lapangan. Jumlah peltugas yang ada bellum selbanding delngan luas wlilayah 

pelngawlasan, selhingga pelngawlasan dan pelnelrtiban bellum dapat dilakukan 
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selcara maksimal dan melrata. Sellain itu, keltelrbatasan kelndaraan 

opelrasional juga melnjadi kelndala dalam melnjangkau selluruh lokasi 

pellanggaran. Kondisi ini melnyelbabkan pellaksanaan kelbijakan bellum 

belrjalan selcara optimal di selluruh wlilayah Kota Meldan. 

c) Disposisi (Sikap Pellaksana) 

Sumbelr daya dalam pellaksanaan kelbijakan masih telrbatas, baik 

dari selgi jumlah pelrsonell maupun sarana pelndukung. Jumlah peltugas 

yang telrseldia bellum selbanding delngan luas wlilayah pelngawlasan di Kota 

Meldan, selhingga pelngawlasan dan pelnelrtiban bellum dapat dilakukan 

selcara maksimal dan melrata. Sellain itu, keltelrbatasan sarana selpelrti 

kelndaraan opelrasional juga melnjadi kelndala dalam melnjangkau selluruh 

lokasi pellanggaran. Kondisi ini melnyelbabkan implelmelntasi kelbijakan 

bellum belrjalan optimal di selluruh wlilayah. 

d) Struktur birokrasi  

Struktur birokrasi dalam pellaksanaan kelbijakan pada dasarnya sudah jellas, 

delngan pelmbagian tugas antarinstansi yang tellah diteltapkan. Dinas 

Pelrumahan, Kawlasan Pelrmukiman, Cipta Karya dan Pelnataan Ruang 

Kota Meldan belrpelran dalam pelngawlasan dan pelngaturan tata ruang, 

selmelntara Satuan Polisi Pamong Praja belrtugas dalam pelnelrtiban di 

lapangan. Kelcamatan dan kellurahan juga turut belrpelran dalam sosialisasi 

kelpada masyarakat. Namun, dalam pellaksanaannya masih telrdapat 

kelndala, selpelrti bellum optimalnya koordinasi antarinstansi, khususnya 
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dalam prosels rellokasi, selrta relndahnya kelsadaran masyarakat. Hal ini 

melnyelbabkan implelmelntasi kelbijakan bellum belrjalan selcara maksimal. 

Selcara kelselluruhan, implelmelntasi Pelraturan Daelrah Nomor 10 Tahun 

2021 telntang larangan aktivitas usaha pada ruang publik di Kota Meldan tellah 

belrjalan, namun bellum selpelnuhnya optimal. Masih telrdapat belrbagai kelndala 

yang melmpelngaruhi elfelktivitas pellaksanaan kelbijakan, baik dari aspelk 

komunikasi, sumbelr daya, disposisi, maupun struktur birokrasi. 

5.2 Saran 

Belrdasarkan hasil pelnellitian dan kelsimpulan yang tellah dipelrolelh 

melngelnai implelmelntasi Pelraturan Daelrah Nomor 10 Tahun 2021 telntang 

larangan aktivitas usaha pada ruang publik di Kota Meldan, maka pelnulis 

melmbelrikan belbelrapa saran selbagai belrikut: 

a) Pada aspelk komunikasi, disarankan agar Dinas Pelrumahan, Kawlasan 

Pelrmukiman, Cipta Karya dan Pelnataan Ruang Kota Meldan selbagai 

instansi telrkait dapat lelbih melningkatkan sosialisasi kelpada masyarakat 

melngelnai aturan pelnggunaan ruang publik. Pelnyampaian informasi tidak 

hanya dilakukan selcara langsung, teltapi juga mellalui meldia yang mudah 

diaksels selpelrti meldia sosial, spanduk, dan brosur, selhingga masyarakat 

dapat lelbih melmahami aturan yang belrlaku dan melningkatkan kelpatuhan. 

b)  Pada aspelk sumbelr daya, pelmelrintah daelrah diharapkan dapat melnambah 

jumlah pelrsonell selrta mellelngkapi sarana dan prasarana pelndukung, baik 

pada Dinas Pelrumahan, Kawlasan Pelrmukiman, Cipta Karya dan Pelnataan 

Ruang Kota Meldan maupun Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini pelnting 
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agar pelngawlasan dan pelnelrtiban di ruang publik dapat dilakukan selcara 

lelbih maksimal dan melrata di selluruh wlilayah. 

c) Pada aspelk sikap dan komitmeln pellaksana, aparat selpelrti Satuan Polisi 

Pamong Praja diharapkan dapat melningkatkan konsistelnsi dalam 

pellaksanaan pelnelrtiban. Pelndelkatan humanis teltap pelrlu dilakukan, 

namun juga harus diimbangi delngan pelnelgakan aturan yang telgas agar 

dapat melmbelrikan elfelk jelra bagi pellaku usaha yang mellanggar. 

d) Pada aspelk struktur birokrasi, pelrlu adanya pelningkatan koordinasi dan 

kelrja sama antarinstansi yang telrlibat, khususnya antara Dinas Pelrumahan, 

Kawlasan Pelrmukiman, Cipta Karya dan Pelnataan Ruang Kota Meldan, 

Satuan Polisi Pamong Praja, selrta pihak kelcamatan dan kellurahan. Sellain 

itu, pelmelrintah juga pelrlu melnyeldiakan solusi belrupa lokasi rellokasi yang 

layak dan stratelgis bagi pellaku usaha, selhingga kelbijakan dapat belrjalan 

lelbih elfelktif tanpa melngabaikan kondisi elkonomi masyarakat. 
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